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Prakata

Sejak merebaknya wabah AIDS, diperkirakan ada 63 juta laki-laki,
perempuan, dan anak-anak di seluruh dunia yang telah terinfeksi HIV. Sampai
akhir tahun 2002, tercatat 42 juta orang yang hidup dengan menyandang HIV.
Meskipun sampai saat ini perhatian banyak dicurahkan untuk memecahkan
persoalan AIDS yang muncul di Afrika dan sejumlah negara barat, beberapa
pakar memperingatkan adanya tiga negara terbesar di Asia, yaitu Cina, India,
dan Indonesia, yang mulai terjangkit bahaya AIDS.

Di Indonesia, dewasa ini. mulai tumbuh kesadaran akan ancaman HIV/
AIDS dan kebutuhan terhadap pentingnya program aksi yang efektif, baik untuk
program penanganan persoalan yang telah ada maupun pencegahan guna
menghindari kondisi yang lebih buruk.

Kasus HIV pertama kali diketemukan di Indonesia pada tahun 1987 dan,
sampai tahun 1998, tingkat penularan virus ini masih sangat rendah. Namun,
pada tahun 1999, tingkat penularan HIV di antara pemakai narkoba suntik di
beberapa daerah melaju sangat pesat. Sampai Juni 2001, menurut perkiraan
resmi, orang yang terinfeksi HIV dan hidup dengan AIDS berkisar antara 80.000
sampai 120.000. Akhir Maret 2002, tercatat 20 persen dari total kasus AIDS
yang dilaporkan terjadi di Indonesia (689 kasus) ditularkan melalui narkoba
suntik, bandingkan dengan tahun 1996 ketika jumlah kasus melalui jalur ini
adalah 2,5 persen.

Sidang khusus kabinet tentang HIV/AIDS, Maret 2002, yang dipimpin
Presiden, merilis komitmen nasional penanggulangan wabah HIV/AIDS dari
tahun 2002 sampai 2010, termasuk di dalamnya adalah “pengurangan dampak
sosial dan ekonomi, melalui evaluasi dampak, pemberian proteksi terhadap
hak dan kehormatan bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS di dunia kerja”.

Kantor Perburuhan Internasional (ILO), sebagai salah satu organisasi
pendukung UNAIDS (Kantor PBB untuk AIDS), memberi perhatian khusus
terhadap persoalan HIV/AIDS di dunia kerja. Kantor Perburuhan Internasional
menggunakan kekuatan tripartite - pemerintah, pengusaha, dan pekerja - untuk
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bersama-sama menggelar upaya menjawab tantangan di seputar persoalan HIV/
AIDS dan dampaknya bagi dunia kerja. Hal ini karena tempat kerja adalah kunci
penting bagi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, termasuk
langkah menghapus stigma dan diskriminasi terhadap pekerja/buruh yang

menyandang TIV/AIDS.

Kaidah ILO tentang TTIV/AIDS dan Dunia Kerja memberikan petunjuk bagi
pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat luas dalam menanggulangt
wabah TTIV/AIDS yang berkaitan dengan dunia kerja. Hal ini akan memberikan
kontribusi terhadap kerja yang tengah dijalankan oleh organisasi atau perorangan
yang berkomitmen, baik untuk mencegah penyebaran TTIV/ AIDS ataupun
menolong orang-orang yang terkena dampak wabah terscbut.

Jakarta, Januar 2003

Alan Boulton
Direktur
ILO Jakarta
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Kata Pengantar

Wabah HIV/AIDS merupakan sebuah krisis global. Wabah ini menjadi salah
satu tantangan terbesar bagi pembangunan dan perkembangan sosial di era mi.
Di berbagai negara, wabah ini menggerogoti keberhasilan pembangunan,
melambatkan laju roda perekonomian, mengancam keamanan, dan memicu
ketidakstabilan sosial. Di kawasan sub Sahara Alrika, tempat HIVAIDS  beraksi
dengan hebat, krisis ini juga menciptakan keadaan negara yang serba darurat.

Ichih dari sekadar menyengsarakan individu dan keluarga, wabah HIV/AIDS
juga menghancurkan tiang-tiang banguman sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui
beragam cara, HIV/AIDS memberi ancaman serius bagi dunia kerja. Wabah im
mempengaruhi kinerja lapisan masyarakat yang produkf, mengurangi tingkat
pendapatan, memicu biaya tinggi bagi perusahaan di seluruh seltor, yakni melalui
kemerosotan produktivitas, melonjaknya ongkos buruh, dan terampasnya keahlian
dan pengalaman yang telah terbangun. Halc-hak dasar buruby pekerja dan orang-
orang yang hidup dengan HIVAIDS kerap tergerus berbagai bentuk diskriminasi
dan stigmatisasi di tempat kerja. Kelompok yang paling rentan, perempuan dan
anak-anak, dipastikan memikul dampak yang terparah dalam prakiek yang tak
adil ini. Walhasil. wabah HIV/AIDS pada akhirnya semakin mengukuhkan
ketidaksetaraan jender serta memperburuk persoalan buruh anak.

Berbekal kondisi tersebut, 11.0 menegaskan komitmen melalui penyusunan
Kaidah tentang HIV/AIDS di dunia kerja. Kaidah yang akan menjadi sarana
membantu pencegahan penyebaran wabah, meredam dampak HIV pada buruh/
pekerja serta keluarganya, dan menyediakan jaminan sosial untuk membantu orang
yang hidup dengan HIV/AIDS menghadapi penyakit. Beberapa soal utama, yakni
pengakuan HIV/AIDS sebagai salah satu masalah dunia kerja, menghapus
diskriminasi, kesetaraan jender, uji skrining dan kerahasiaan, dialog sosial.
pencegahan, dan pemberian dukungan. akan dibahas sebagai dasar penekanan
pentingnya mengulas isu wabah HIVAIDS di lingkungan kerja.

Kaidah ini merupakan hasil kerja sama ILO dan konstituen 1LO dalam
kerangka tripartit, juga dengan berbagai mitra internasional. Di dalamnya tersedia

edoman praktis yang berharga bagi para pembuat kebijakan engusaha,
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organisasi perburuhan, dan mitra sosial dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan yang tepat di dalam dunia kerja, program pencegahan dan pengobatan,
serta untuk membentuk strategi yang jitu bagi para buruh/pekerja di sektor
mformal. Buku ini juga merupakan sumbangan IL.O yang penting terhadap usaha
global melawan HIV/AIDS,

Menciptakan kondisi kerja yang layak, di tengah berkembangnya krisis
kemanusiaan, juga diharapkan tercapai melalui kaidah ini. Banyak pelajaran
sesungguhnya dapat ditarik dari upaya menghadapi krisis. Beberapa negara telah
berhasil memperlambat penyebaran HIV/AIDS dan meredam dampaknya
terhadap berbagai komunitas dan perorangan. Cara paling ampuh yang sudah
terbukti meliputi kepemimpinan yang berkomitmen. pendekatan multisektoral,
pendidikan, dan kemitraan dengan masyarakat madani termasuk dengan orang
yang hidup dengan HIV/AIDS. Berbagai unsur ini tercermin dalam pinsip-prinsip
kunci yang tercantum dalam kaidah dan juga terkait dengan pentingnya
menggalang kerja sama, dalam kerangka kemitraan, suna mencapai tingkat
pelaksanaan yang efelrf.

Buku ini juga sebuah upaya memandang masa depan, sekaligus merintis usaha
pemecahan masalah yang ada saat ini serta mengantisipasi konsekuensi wabah
dan dampaknya terhadap dunia kerja di masa mendatang, Melalui kaidah ini,
ILO meningkatkan dukungan dan komitmen internasional terhadap usaha
melindungi hak-hak dan martabat buruh/pekerja dan seluruh unsur masyarakat
yang hidup dengan HIV/AIDS,

Jenewa, Juni 2001

Juan Somavia,
Direkiur Jenderal 1.0
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Catatan Terjemahan

Buku Kaidah ILO tentarig HIV/AIDS dan Dunia Kerja diterjemahkan dari
publikasi ILO berjudul ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work.

Edisi terjemahan Bahasa Indonesia ini dilengkapi Prakata dari Direktur ILO
Jakarta, serta artikel pada Lampiran I yang bertajuk “Fakta utama tentang wabah
HIV/AIDS dan Implikasinya™ untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai
perkembangan wabah HIV/AIDS di Indonesia.

Beberapa istilah yang digunakan pada buku ini telah mengakomodasi saran
dan merupakan hasil diskusi dengan beberapa pakar, praktisi, dan kelompok sebaya
yang terkait dengan HIV/AIDS, juga mempertimbangkan pemahaman yang umum
diterima oleh dunia kerja dan masyarakat secara luas. Screening for purposes of
exclusion from work or work processes, misalnya, diterjemahkan sebagai “larangan
skrining untuk tujuan proses rekrutmen dan kerja” untuk lebih menegaskan apa
yang dimaksud dengan prinsip ke-6 Kaidah ILO tentang HIV/AIDS sebagaimana
tercantum dalam keterangan penjelasannya.

Peer dalam kata peer education dan peer educator diterjemahkan sebagai
“kawan sebaya” dan “kelompok sebaya” untuk peer group sebagai padanan kata
“kelompok yang sama” yang mengacu pada kelompok yang memiliki umur,
pengalaman, dan kondisi kesehatan relatif sama.

Injecting drug diterjemahkan “narkoba suntik” yang lebih dipahami secara
luas untuk padanan kata “napza suntik” yang secara formal telah digunakan oleh
lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun Komisi Penanggulangan AIDS.

Worker(s) tidak saja diterjemahkan sebagai “pekerja” tetapi juga “burub/
pekerja” untuk menjangkau orang-orang yang bekerja pada sektor informal dan
sektor industri yang terbiasa menggunakan terminologi “buruh”™ dibandingkan
“pekerja”

National Council on HIV/AIDS diterjemahkan sebagai “Komisi
Penanggulangan AIDS Nasional” untuk mengacu pada organisasi nasional yang
menangani HIV/AIDS yang telah didirikan di Indonesia.

X




Sexvally Transmitted Infection diartikan sebagai “Infeksi Menular Seksual”
yang mengacu pada infeksi yang menular akibat hubungan seksual.

Collective Bargaining Agreement diterjemahkan sebagai “Perjanjian Kerja
Bersama” yang lebih banyak digunakan di lingkungan Serikat Buruh/Pekerja untuk
padanan kata “Kesepakatan Kerja Bersama”.

Exposure diterjemahkan sebagai “terpapar”, yakni suatu keadaan yang
mengacu pada situasi atau kondisi tertentu terkena hal-hal yang terkait dengan
resiko penularanHV/AIDS.

Worker(s) with AIDS-related illnesses diterjemahkan sebagai “pekerja yang
menyandang penyakit yang terkait dengan ATDS”. Terjemahan istilah yang
menggambarkan orang yang terkait dengan HIV/AIDS, dalam buku ini, sedapat
mungkin di upayakan menghindari penggunaan kata “penderita AIDS” dan
menggantinya dengan istilah “penyandang AIDS” atau “orang yang hidup dengan
AIDS”,

Januari, 2003.

Tauvik Muhamad
Koordinator Nasional Program HIV/AIDS
ILO Jakarta
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1.

Tujuan

Kaidah ini bertujuan memberi pedoman penanganan wabah HIV/AIDS

di dunia kerja, sekaligus disusun untuk memperjuangkan terwujudnya kondisi
kerja yang layak dan pantas.

Beberapa langkah kunci berikut tercakup dalam kaidah ini:

(a)
(b)
(c)

(d)

2.

pencegahan HIV/AIDS

pengelolaan dan upaya meredam dampak buruk HIV/AIDS di dunia kerja
perawatan dan dukungan terliadap buruh/pekerja yang terinfeksi dan
terpengaruh HIV/AIDS.

penghapusan stigma dan diskriminasi berdasarkan status HIV.

Kegunaan

Kaidah ini bermanfaat untuk berbagai hal berikut:

(a)

(b)

()

3.

menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan tindakan nyata pada
perusahaan, komunitas, daerah, dalam skala nasional dan internasional
mempromosikan proses dialog, konsultasi, dan perundingan serta semua
bentuk kerja sama di antara pemerintah, pengusaha, buruh/pekerja dan
perwakilan mereka, tenaga kesehatan dan keselamatan kerja, spesialis
masalah-masalah HIV/AIDS, dan semua pihak yang berkepentingan
termasuk organisasi yang berbasis komunitas dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM)

mempengaruhi agenda konsultasi berbagai mitra sosial;

- dalam hukum nasional, kebijakan, dan program aksi

- dalam dunia kerja, perjanjian kerja bersama

- dalam kebijakan di tempat kerja dan rencana aksi

Ruang lingkup kaidah dan istilah yang digunakan

3.1. Ruang lingkup
Kaidah ini berlaku untuk:

(a)

seluruh pengusaha dan burub/pekerja (termasuk para pelamar kerja) di
sektor publik dan swasta.



(b) seluruh aspek kerja, formal maupun informal.

3.2. Istilah yang digunakan dalam kaidah

HIV: Huiman Immunodeficiency Virus, virus yang memperlemah sistem kekebalan
tubuh, dan pada akhirnya menyebabkan AIDS.

Orang yang terpengaruh: mereka yang kehidupannya mengalami perubahan,
dalam berbagai cara, karena meluasnya penyebaran wabah HIV/AIDS.

AIDS: The Acquired Immune Deﬁciéﬁcy Syndrome, suatu kondisi medis yang
menunjukkan lemahnya kekebalan tubuh, kerap berwujud infeksi yang bersifat
ikutan (oportunistik) dan kanker yang hingga saat ini belum dapat disembuhkan.

Diskriminasi, istilah ini sesuai dengan yang digunakan dalam Konvensi ILO
nomor 111, tahun 1958, tentang Diskriminasi (Employment and Ocupation),
dengan memasukkan status HIV. Termasuk dalam pengertian ini adalah
diskriminasi berdasarkan anggapan tentang status HIV seseorang dan
berdasarkan orientasi seksual.

Penyandang cacat, istilah ini berdasarkan definisi yang tercantum dalam
Konvensi ILO nomor 159, tahun 1983, tentang Rehabilitasi Kejuruan dan
Kesempatan Kerja. Penyandang cacat (Vocational Rehabilitation and
Employment - Disable Persons), adalah merekan yang kesempatannya untuk
memperoleh jaminan, perbaikan hidup. dan pekerjaan yang lebih lavak
terhambat secara nyata oleh cacat fisik atau mental.

Pengusaha: seseorang atau organisasi yang mempekerjakan buruh/pekerja
berdasarkan kontrak tertulis atau perjanjian lisan yang mengatur hak dan
kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan praktek dan hukum nasional.
Pemerintah, otoritas publik, perusahaan swasta, dan perseorangan dapat
berfungsi sebagai pengusaha.

Pelayanan Kesehatan Kerja digunakan dalam Kaidah ini sesuai dengars uraian
dalam Konvensi ILO nomor 161, tahun 1983, tentang Pelayanan Kesehatan
Kerja (Occupational Health Services). Konvensi ini mengatur pentingnya upaya
pencegahan, termasuk menganjurkan pengusaha, buruh/pekerja, dan perwakilan
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mereka untuk menciptakan hngkungan kerja yang aman dan schat. serta
menyediakan metode kerja vang menunjang kesechatan mental dan fistk yang
optimal. Pelayanan KesehatanKerja juga merekomendasikan adanya penyesnaian
kerja terhadap kemampuan buruh/pekerja sesuai kondisi kesehatan mental dan
fistk mereka.

Penyesuaian yang sepantasnya: menunjuk pada setiap langkah penyesuaian kerja
atau tempat kerja menurut ukuran kepantasan dan akal budi schingga seorang
dengan HIV atau AIDS tetap memiliki akses untuk berpartisipasi dan
mengembangkan dirmya dalam pekéljaan.

Skrining : berbagai langkah pengukuran, langsung (nmisalnva uji HIV) atau tidak
g ag gkah peng > langsung ya uj

langsung (menilai tingkar resiko dart suatu perilaku), atau mengajukan sejumlah
pertanyaan tentang tes kesehatan atau pengobatan yang telah dilakukan seseorang.

Jenis kelamin dan jender : Terdapat perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki
dan perempuan. Istilah jenis kelamin menunjuk pada perbedaan yang diakibatkan
oleh faktor biologis, sementara jender merujuk pada perbedaan peran dan
hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Peran jender, yang dipelajar -
lewat sosiahisasi, amat bervariasi dan berbeda dalam berbagai jenis kebudayaan.
[al ini dipengaruhi pula oleh usia. kelas sosial, ras. etnis dan agama, lingkungan
geograll, ekonomi, dan poliuk.

Infeksi menular seksual (IMS): Istlah ini mencakup berbagai penyakit, antara lain
syphilis, chancroid, chlamydia. dan kencing nanah (gonorrhoea). Juga termasuk
herbagai kondist yang umumnya dikenal sebagai penyakit penyakit yang menular
karena hubungan seksual (penyakit menular seksual - PMS).

Pernutusan hubungan kerja: sama dengan yang diartikan dalam Konvensi 1LO
nomor 158, tahun 1982, tentang pemutusan hubungan kerja, yaitu penghentian
kerja karena prakarsa pengusaha.

Kewaspadaan Universal (Universal Precautions) adalah isulah baku tentang tindak
kewaspadaan terhadap infeksi guna mengurangi tingkat resiko dari sejumlah bibit
penyakit yang terbawa dalam darah (blood-borne pathogens) (lihat penjelasan



lengkap dalam Lampiran 1),
Burih/pekerya sekror informal: istilah ini diuraikan dalam Lampiran 1.

Perwakilan burub/pekerja: Sesuai Konvensi ILO nomor 135 tahun 1971 tentang

perwakilan buruby/pekerja, adalah mereka yang diakui oleh hukum nasional

sebagai:

(a) serikat buruh/pekerja, vaitu perwakilan yang ditunjuk atau dipilih oleh serikat
buruh/pekerja atau oleh para anggota serikat tersebut; atau

(b) wakil terpilih, yakni perwakilan yang dipilih lewat pilihan bebas oleh para
buruh/pekerja sesuai dengan ketentuan hulkum atau peraturan nasional atau
perjanjian kerja bersama dan fungsinya tidak meliputi kegiatan ekskhusif atau
prerogatil dari suaru serikat buruh/ pekerja di negara bersangkutan,

Kerentanan: wstilah ini merujuk pada ketidakberdayaan sosial dan ekonomis dalam
suatu konteks budaya; situasi kerja vang mengakibatkan para buruh/pekerja lebih
rentan terhadap resiko infeksi, serta keadaan yang membuat anak-anak beresiko
menjadi buruh anak (untuk lebih rinei, lihat Lampiran [).

4. Prinsip-prinsip Utama

4.1. Pengakuan HIV/AIDS sebagai persoalan dunia kerja.

HIV/AIDS adalah persoalan dunia kerja dan mesti diperlakukan sebagaimana
penyakit serius lainnya yang muncul di tempat kerja. Bukan hanya lantaran
pengaruhnya terhadap angkatan kerja tetapi juga karena tempat kerja, sebagai
bagian dari suatu komunitas lokal, dapat berperan lebih luas untuk melawan
penyebaran dan dampak wabah HIV.

4.2.Non Diskriminasi

Di tengah semangat memperjuangkan pekerjaan yang layak, menghormati hak
azasi manusia, dan menjaga martabat seseorang yang terkena atau terpengaruh
HIV/AIDS, maka seharusnya tidak ada tindak dan sikap diskriminasi terhadap
buruh/pekerja berdasar statusnya, atau dianggap. schagai orang terinfeksi HIV,
Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS justru
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menghalangi berbagai upaya promosi pencegahan HIV/AIDS,

4.3.Kesetaraan jender

Dimensi jender dalam topik HIV/AIDS hendaknya digarisbawahi. Dibanding laki-
laki, perempuan cenderung lebih mudah terinfeksi dan terpengaruh wabah LTIV/
AIDS karena faktor biologr, sosial budaya., dan ekonomi. Semakin nyata diskriminasi
jender di suatu masyarakat dan semakin rendah posisi perempuan, maka kaum
perempuan kian terpengaruh dampak negaul HIV. Oleh karena itu, kesetaraan
jender dalam hubungan sosial dan pemberdayaan perempuan amat penting bagi
keberhasilan pencegahan penyebaran infeksi serta  memudahkan perempuan
mengatast HIV/AIDS.

4.4. Kesehatan lingkungan kerja

Demi kepentingan semua pihak, lingkungan kerja yang sehat dan aman perlu
terus dijaga semaksimal mungkin, sebagaimana diatur dalam Konvensi [1.O nomor
155, tahun 1988, tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Lingkungan kerja disebut schat jika menyediakan [asilitas fisik dan mental vang
optimal dalam kaitan dengan pekerjaan serta memudahkan para buruh/pekerja
beradaptasi dengan pekerjaan sesuai kapabilitas kesehatan fisik dan mental.

4.5. Dialog sosial

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program HIV/AIDS menuntut kerja sama
dan kepercayaan di antara pengusaha, burub/pekerja serta perwakilan mereka,
dan pemerintah. Keterlibatan aktif para burubh/pekerja vang terkena atau
terpengaruh TIV/AIDS juga tak bisa diabaikan.

4.6. Larangan skrining untuk tujuan pemisahan dalam proses rekrutmen
dan kerja

Skrining HIV/AIDS tidak boleh dijadikan persyaratan dalam lamaran kerja atau

dikenakan terhadap sescorang yang sudah berstatus sebagai buruh/ pekerja.

4.7. Kerahasiaan
Menanyakan informasi pribadi yang berkaitan dengan HIV pada pelamar kerja
atau burub/pekerja adalah tindakan yang tdak bisa dibenarkan. Begitu pula dengan



mewajibkan burub/pekerja memperlihatkan informasi tentang koleganya. Akses
terhadap data pribadi yang berkaitan dengan status HIV seorang huruh/pekerja
harus mematuhi prinsip kerahasiaan sesuai dengan Kaidah ILO tahun 1997 tentang
perlindungan data pribadi burub/pekerja.

4.8. Kelanjutan status hubungan kerja

Infeksi TV tidak boleh dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja. Seperti
layaknya kondisi penyakit lain, infeksi HIV tidak harus membuat seseorang
kehilangan hak bekerja sepanjang orang tersebut masih layak bekerja dan dapat
dibenarkan secara medis,

4.9. Pencegahan
Infeksi HIV dapat dicegah. Upaya pencegahan dapat digelar dengan sejumlah
strategl vang disesuaikan dengan sasaran nasional dan mempertimbangkan
kepelkaan budaya.

LLangkah pencegahan juga dapat dilakukan melalui kampanye perubahan tingkah
laku, pengetahuan. pengobatan, serta menciptakan lingkungan vang bersih dari
sikap dan tindak diskriminasi. Sejumlah mitra sosial memiliki posisi unik dalam
mempromosikan upaya pencegahan khususnya yang terkait dengan perubahan
sikap dan tingkah laku melalui informasi, pendidikan, dan pembenahan kondisi
sosial ckonomi yang menjadi laktor penyebab.

4.10. Kepedulian dan dukungan

Solidaritas. kepedulian, dan dukungan haruslah menjadi pedoman kita dalam
menanggapi persoalan HIV/AIDS di dunia kerja. Semua burub/pekerja, termasuk
mereka yang terkena HIV, berhak memperoleh pelayan_an kesehatan yang
terjangkau. Tak boleh ada diskriminasi terhadap mereka, juga keluarganya, dalam
memperoleh akses atau manfaat dari program jaminan asuransi, perlindungan
sosial, dan berbagai paket asuransi kerja lainnya.




5. Hak dan Tanggung Jawab Menyeluruh

5.1. Pemerintah dan kewenangannya

(a)

(b)

fc)

(a)

(e)

()

Keterkaitan. Pemerintah perlu menjaga keterkaitan strategi dan program
nasional mengenai HIV/AIDS. Pemerintah hendaknya juga mengakui akan
pentingnya memasukkan dunia kerja dalam rencana nasional, misalnya
dengan memasukkan unsur pengusaha, buruh/pekerja, mereka yang hidup
dengan HIV/AIDS, dan kementerian yang bertanggung jawab terhadap
ketenagakerjaan dan urusan sosial di dalam Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional.

Partisipasi multisektoral. Demi upaya perlindungan dan pencegahan, pihak
yang berwenang perlu menggalang dan mendukung kemitraan yang luas
serta melibatkan berbagai organisasi publik, sektor swasta, organisasi
buruh/pekerja, pengusaha. dan semua pihak yang turut berkepentingan.

Koordinasi. Pemerintah perlu memfasilitasi dan mengkoordinasi semua
intervensi di tingkat nasional sehingga tercipta lingkungan yang
memungkinkan adanya keterlibatan dunia kerja. Melalui cara ini,
pemerintah menumbuhkan arti penting partisipasi dari berbagai mitra sosial
dan semua lapisan masyarakat yang berkepentingan. Keordinasi harus
dibangun berdasarkan langkah-langkah dan fasilitas pelayanan yang sudah
tersedia.

Pencegahan dan promosi kesehatan. Pihak yang berwenang harus mulai
bekerja dalam prinsip kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggelar
promosi program penyadaran dan pencegahan, khususnya di tempat kerja.

Panduan klinis. Pemerintah harus membuat panduan manajemen dan
perawatan HIV/AIDS, khususnya untuk para pengusaha yang langsung
menyediakan layanan kesehatan untuk buruh/pekerja. Pedoman tersebut
juga harus memperhatikan berbagai pelayanan kesehatan yang ada.

Perlindungan sosial. Pemerintah hendaknya menjamin bahwa hukum dan
peraturan nasional yang ada dapat memberikan manfaat bagi semua buruh/
pekerja dengan HIV/AIDS, sama halnya dengan yang berlaku pada mereka
yang mengidap penyakit serius lain. Rancangan dan pelaksanaan program
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(g)

(h)

(i)

jaminan perlindungan sosial harus mempertimbangkan perkembangan dan
juga sifat ketidakteraturan HIV/AIDS, misalnya dengan memungkinkan
penyandang HIV/AIDS untuk bisa mengambil benefit sewaktu-waktu bila
diperlukan dan dengan prosedur pengajuan dan persetujuan yang cepat.

Penelitian. Digelar guna menumbuhkan keterkaitan dengan program AIDS
skala nasional, menggerakkan dukungan dari segenap mitra sosial,
mengevaluasi bahan ckonomi akibat wabah di tempat kerja, mengkaji
sistem jaminan sosial, serta memfasilitasi upaya merendam dampak sosial
ekonomi yang ditimbulkan wabah HIV/AIDS. Pihak yang berwenang
hendaknya menggalakkan dan menertibkan berbagai riset tentang proyeksi
kependudukan, temuan kasus, studi mengenai insiden dan sebaran penyakit,
juga studi kasus tentang berbagai tindakan terbaik yang bisa dijadikan
model. Guna mewujudkan hal-hal tadi. pemerintah perlu mengusahakan
kelembagaan kerangka kerja dan peraturan yang mendukung. Berbagai
penelitian juga perlu memasukan penelitian analisis yang peka jender
dengan memanfaatkan data dari pengusaha, organisasi pengusaha, dan
Juga dari organisasi buruh. Pengumpulan data selayaknya bersifat spesifik
berdasarkan sektor, sesuai dengan budaya setempat, dan tidak dipisahkan
menurut jenis kelamin, ras, orientasi seks, usia, serta status pekerjaan.
Bila mungkin, perlu diadakan mekanisme pengukuran dampak yang
permanen.

Sumber keuangan. Sebisa mungkin, berbekal konsultasi dengan mitra sosial
dan pihak-pihak berkepentingan yang lain, pemerintah menghitung dampak
Keuangan dari wabah HIV/AIDS. Pencarian sumber dana, baik lokal
maupun internasional, perlu dilakukan guna membiayai rencana strategis
penanggulangan AIDS dan termasuk juga, sejauh relevan, untuk berbagai
sistem jaminan sosial yang ada.

Perundangan. Guna menghapuskan diskriminasi sekaligus menjaga
kelangsungan usaha pencegahan di tempat kerja dan demi kepentingan
perlindungan sosial, maka pemerintah, melalui konsultasi dengan mifra sosial
dan para ahli di bidang HIV/AIDS, patut merancang kerangka peraturan
dan bilamana perlu merevisi hukum perburuhan dan perundangan lainnya.



()

(k)

(0

(m)

Persyaratan memperoleh dukungan pemerintah. Saat memberikan dana
awal dan berbagal insentif untuk perusahaan nasional atau internasional,
pemerintah perlu mewajibkan mereka mematuhi hukum nasional dan
Kaidah ILO tentang HIV/AIDS serta berbagai kebijakan atau ketentuan
yang mempengaruhi ketentuan Kaidah ini.

Ketaatan pada peraturan. Pihak berwenang harus menyediakan informasi
dan nasihat teknis bagi para pengusaha dan buruh/pekerja mengenai cara
paling efektif untuk mentaati perundangan dan peraturan yang terkait
dengan HIV/AIDS dan dunia kerja. Pemerintah juga memperkuat struktur
dan prosedur yang berkaitan dengan kepatuhan hukum seperti pengawasan
perburuhan, peradilan, atau lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan.

Buruh/pekerja di sektor informal. Pemerintah perlu memperluas program
pencegahan HIV/AIDS sehingga mencakup para pekerja di sektor informal,
serta membuatnya terpadu dengan program penciptaan kesempatan kerja
dan perlindungan sosial. Sebisa mungkin pemerintah juga perlu merancang
dan mengembangkan pendekatan baru yang memanfaatkan komunitas lokal.

Perbaikan. Pemerintah perlu melakukan promosi perawatan dan dukungan
melalui berbagai program pelayanan kesehatan publik, sistem jaminan
sosial, dan berbagai inisiatif. Penciptaan akses terhadap perawatan perlu
dilakukan sebisa mungkin melalui kerja sama dengan organisasi pengusaha
dan buruh/pekerja.

(n) Anak-anak dan remaja. Berkaitan dengan program penghapusan buruh anak,

(o)

pemerintah harus memperhatikan dampak wabah tersebut terhadap anak-
anak dan remaja yang orang tuanya sakit atau meninggal akibat HTV/AIDS.

Kerja sama regional dan internasional. Pemerintah perlu mempromosikan
dan mendukung kerja sama regional dan internasional melalui organisasi
antar pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan demi mendorong
perhatian internasional terhadap HIV/AIDS dan kebutuhan-kebutuhan lain
yang terkait dengan dunia kerja.



(p)

(g)

3.2.

(a)

(b)

(c)
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Bantuan internasional. Pemerintah hendaknya mengupayakan bantuan
internasional untuk mendukung program nasional. Pemerintah juga perlu
menggalakkan beragan prakarsa guna mendukung kampanye internasional
untuk memangkas ongkos, juga memperbaiki akses terhadap, obat-obatan
anti virus.

Kerentanan. Pemerintah sebaiknya memetakan berbagai kelompok buruh/
pekerja yang rentan terhadap infeksi, dan memiliki strategi untuk mengatasi
faktor-fakror yang mempermudah mereka terjangkit. Pemerintah hendaknya
juga mengusahakan program pencegahan yang cocok untuk diterapkan pada
kelompok-kelompok buruh/pekerja tersebut.

Pengusaha dan organisasi pengusaha

Kebijakan di tempat kerja. Pengusaha hendaknya berkonsultasi dengan para
buruh/pekerja dan perwakilan mereka untuk mengembangkan dan menggelar
kebijakan yang cocok di tempat kerja. Kebijakan yang dirancang untuk
mencegah penyebaran penyakit infeksi dan untuk melindungi seluruh buruh/
pekerja dari diskriminasi. Rincian tugas mengenai perencanaan kebijakan
dan pelaksanaannya di tempat kerja dapat dilihat pada Lampiran IIL

Perjanjian-perjanjian kerja, sekroran dan nasional. Para pengusaha wajib
mematuhi praktek dan hukum nasional ketika berunding dengan buruh/
pekerja mengenai persyaratan kondisi kerja yang terkait dengan masalah
HIV/AIDS, juga berupaya memasukkan ketentuan perlindungan dan
pencegahan HIV/AIDS dalam Perjanjian Kerja Bersama di tingkat
perusahaan, sektoral dan nasional.

Pendidikan dan pelatihan. Pengusaha dan organisasi pengusaha, melalui
konsultasi dengan buruh/pekerja dan perwakilan mereka, perlu memulai
dan mendukung serangkaian program di tempat kerja yang bertujuan
menyebarkan informasi. pendidikan, pelatihan tentang pencegahan HIV/
AIDS, juga perawatan dan cara memberi dukungan. Dengan cara ini akan
tercipta kebijakan perusahaan yang menyeluruh tentang HIV/AIDS.
Rangkaian program tersebut hendaknya juga mencakup langkah-langkah
memberi kelonggaran khusus dan menekan diskriminasi terhadap mereka
yang terinfeksi atau terpengaruh HIV/AIDS.



(d) Dampak ekonomi. Pengusaha, buruh/pekerja, dan organisasi yang mewakili

(e)

()

mereka perlu bekerja sama mengembangkan strategi yang tepat guna
menghitung dan menanggulangi beban ekonomi akibat wabah HIV/AIDS
bagi tempat kerja dan berbagai sektor yang terkait dengan mereka.

Kebijakan pegawai. Pengusaha tidak dibenarkan menetapkan atau
mengizinkan kebijakan pegawai yang bersifat diskriminasi terhadap pekerja
yang terkena atau terpengaruh oleh HIV/AIDS. Secara khusus, pengusaha
scharusnya: .-

o tidak memasukkan uji HIV/AIDS sebagai bagian dari seleksi dan
saringan pegawai kecuali sesuai dengan persyaratan yang tercantum
dalam bagian 8 Kaidah ini.

e menjamin bahwa suatu pekerjaan bisa dilaksanakan secara bebas dari
diskriminasi atau stigmatisasi berdasarkan status HIV, baik dalam arti
sesungguhnya ataupun karena seseorang dianggap menyandang HIV.

¢ mendorong mereka yang mengidap penyakit yang terkait dengan HIV
dan AIDS agar tetap melakukan pekerjaan yang sesuai sepanjang
kondisinya layak dari sudut pandang medis.

e sebisa mungkin mempertahankan status burub/pekerja pada mereka
yang sedang berada dalam kondisi sangat menderita karena AIDS,
bila alternatif lain seperti memperpanjang cuti sakit sudah tak dapat
lagi dilakukan, maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan
dengan tetap mengacu pada prinsip antidiskriminasi, mematuhi hukum
perburuhan, serta menghormati prosedur umum dan azas perolehan
manfaat penuh.

Prosedur disiplin dan perselisihan. Pengusaha perlu membuat prosedur
perselisihan kerja yang menjadi rujukan buruh/pekerja dan perwakilan
mereka. Prosedur ini harus menyebutkan secara khusus pada situasi mana
sanksi disipliner diberlakukan terhadap setiap buruh/pekerja yang bertindak
diskriminatif terhadap seseorang yang nyata menyandang status HIV atau
dianggap memiliki status demikian atau terhadap mereka yang telah
melanggar kebijakan tentang HIV/AIDS di tempat kerja. '

(g) Kerahasiaan. Informasi tentang pekerja yang berkaitan dengan HIV/AIDS

harus diperlakukan sebagai rahasia sebagai dokumen medis. Akses terhadap
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(h)

(1)

7

(k)

12

informasi tersebut harus sesuai Konvensi IO nomor 171, tahun 1985, Lentang
Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Kerja (Occupational Health Services
Recommendlation), dan prakiek serta hukum nasional. Akses tersehut mutlak
terbatas pada stal medis dan hanya holeh dibuka setelah memenuhi
persyaratan hukum atau persetujuan orang bersangkutan.

Managemen dan pengurangan restko. Pengusaha harus menjamin linglungan
kerja yang aman dan sehat, termasuk menerapkan Kewaspadaan Universal
(Universal Precautions) dan langkah-langkah pengadaan dan pemeliharaan
perlengkapan pengamanan dan burtt_]long&n pertama pada kecelakaan. Bila
memungkinkan. dengan tujuan mengubah perilaku beresiko, pengusaha perlu
menyediakan kondom untuk laki-laki maupun perempuan, jasa konseling,
dan perawatan. Apabila biaya menjadi faktor yang memberatkan, maka
pengusaha dan atau organisasi pengusaha perlu mencari dukungan dari
pemermntah atau lembaga-lembaga lain yang relevan.

Tempat kerfa yang menuniul burah/pekerja memdiki kontak teratur dengrn
darafe dan cairan tubuh. Di tempat kerja yang demikian, pengusaha perlu
mengambil langkah-langkah tambahan guna menjamin segenap buruh/
pekerja terlatih dengan prinsip Kewaspadaan Universal dan mengetahui sermua
prosedur yang harus dilakukan saat terjadi kecelakaan kerja. Berbagai fasilitas
untuk persyaratan di atas haruslah tersedia dengan memperhatikan prinsip
Kewaspadaan Universal.

Penyesuaian vang sepantasnya. Melalui konsultasi denean burub/pekeria dan
4 SORESEL 4 =) f )
perwakilan mereka. pengusaha perlu mengambil berbagai langkah
penyesuaian bagi pekerja yang menyandang penyakit yang terkait dengan
AIDS. Langkah-langkah itu meliputi penvesuaian jam kerja. penvediaan
£ pem; o Peny

perlengkapan khusus, kesempatan beristirahat, waktu untuk menmggalkan
pekerjaan guna mengunjungi dokter atau klinik, aturan cuti sakit vang lebth
luwes. kerja paruh waktu, dan pengaturan tentang gaiji.

Advokasi. Perusahaan dan organisasi pengusaha. dalam semangat schagai
warga vang baik, hendaknya mendorong perusahaan lain untuk memberikan
kontribusi bagi manajemen pencegahan TTIVAIDS di tempat keria. mendesak

: . g | j

\\




(1)

(m)

(n)

53,

(a)

(b)

pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna
menghentikan penyebaran wabah, serta mengurangi dampak HIV/AIDS.
Berbagai bentuk kemitraan seperti dewan bersama pengusaha dengan
serikat buruh/pekarja tentang HIV/AIDS juga bisa membantu proses ini.

Dukungan terhadap uji dan konseling HIV secara sukarela dan rahasia.
Pengusaha, buruh/pekerja, serta perwakilan mereka perlu menggalang
dukungan dan menyediakan akses uji dan konseling HIV yang dilakukan
atas kemauan sendiri dan rahasia dengan memanfaatkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas.

Buruh/pekerja di sektor informal. Majikan dari para buruh/pekerja sektor
informal harus mencari tahu dan sebisa mungkin mengembangkan program
pencegahan dan perawatan bagi buruh/pekerja tersebut.

Kemitraan Internasional. Apabila memungkinkan, pengusaha dan
organisasi pengusaha harus memberikan kontribusi terhadap kerja sama
internasional dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS.

Buruh/pekerja dan organisasi buruh/pekerja

Kebijakan di tempar kerja. Buruh/pekerja dan perwakilan mereka harus
berkonsultasi dengan pengusaha tentang pelaksanaan kebijakan yang tepat
di tempat kerja. Kebijakan yang dirancang guna mencegah penyebaran
infeksi serta melindungi semua pekerja dari diskriminasi yang terkait
dengan HIV/AIDS. Rincian tugas tentang rencana dan pelaksanaan
kebijakan ditempat kerja dapat dilihat pada Lampiran II1.

Perjanjian kerja di tingkar perusahaan, sektoral, dan nasional. Buruh/
pekerja dan organisasi perwakilan mereka harus mematuhi praktek dan
hukum nasional ketika bernegosiasi temiang persyaratan dan kondisi kerja
vang berkaitan dengan HIV/AIDS, dan mengupayakan dimasukkan
ketentuan perlindungan dan pencegahan HIV/AIDS datam semua
perjanjian kerja di tingkat perusahaan, sektoral, dan nasional.
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{c)

(d)

(e)

7]

(g)

Informasi dan pendidikan. Buruh/pekerja dan organisasi perwakilan mereka
hendaknya menggunakan struktur serikat atau berbagai wadah dan fasilitas
lain guna menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS di tempat kerja. Mereka
Juga perlu mengembangkan materi pendidikan dan menggelar berbagai
kegiatan yang ditujukan bagi para buruh/pekerja dan keluarga, termasuk
informasi yang rutin dan terkini tentang hak-hak buruh/pekerja.

Dampak ekonomi. Burub/pekerja dan organisasi perwakilan mereka hendaknya
bekerja sama dengan pengusaha untuk mengembangkan suatu strategi yang
tepat guna menghitung dan mcn;iﬁggu] angi dampak ekonomi dari HIV/AIDS
di tempat kerja dan wilayah yang menjadi kepentingan mereka.

Advokasi. Buruh/pekerja dan organisasi perburuhan perlu bekerja sama
dengan pengusaha, organisasi pengusaha, dan pemerintah guna
menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan manajemen
penanganan HIV/AIDS.

Kebijakan pegawai. Buruh/pekerja dan organisasi perwakilan mereka
sebaiknya mendukung dan mendorong perusahaan mewujudkan dan
melaksanakan kebijakan dan praktek kepegawaian yang tidak diskriminatif
terhadap buruh/pekerja dengan HIV/AIDS.

Pemantauan kepatuhan. Perwakilan buruh/pekerja berhak mengangkat
persoalan diskriminasi terhadap penyandang HTV/AIDS di tempat kerja melalui
prosedur perselisihan dan tindak displiner. Laporan mengenai seluruh tindakan
diskriminasi tersebut mutlak hanya ditujukan pada pihak yang berwenang.

(h) Pelatihan. Organisasi buruh/pekerja sebaiknya mengembangkan dan

(i)
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menggelar kursus-kursus pelatihan untuk perwakilan buruh/pekerja
mengenai masalah-masalah wabah HIV/AIDS di tempat kerja., melakukan
langkah pencegahan yang cocok, serta memahami keperluan umum para
penyandang HIV/AIDS.

Munajemen dan pengurangan resiko. Buruh/pékerja dan organisasi mereka
hendaknya melakukan advokasi dan bekerja sama dengan pengusaha untuk
mempertahankan kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Termasuk



(7)

(k)

(1)

(m)

(n)

pula menerapkan dan mengupayakan perlengkapan pengamanan dan
pertolongan pertama pada kecelakaan. Kajian yang memadai mengenai
tingkat kerentanan lingkungan kerja dan mempromosikan program-program
yang tepat untuk para buruh/pekerja juga perlu dilakukan.

Kerahasiaan. Seluruh buruh/pekerja memiliki hak atas dokumen riwayat
medis dan kepegawaian. Organisasi buruh/pekerja tidak memiliki akses
terhadap data kepegawaian yang berkaitan dengan status HIV seseorang.
Tanpa terkecuali, mereka yang bertanggung jawab dan berfungsi sebagai
pengurus serikat buruh/pekerja wajib mematuhi aturan tentang kerahasiaan
dan persyaratan perlunya persetujuan yang bersangkutan sebagaimana diatur
Konvensi ILO nomor 171, tahun 1985, tentang Rekomendasi Pelayanan
Kesehatan Kerja (Qccupational Health Services Recommendation).

Buruh/pekerja di sektor informal. Buruh/pekerja dan organisasi perwakilan
mereka perlu memperluas kegiatan mereka sehingga mencakup para buruh/
pekerja di sektor informal, dengan melibatkan seluruh pihak yang
berkepentingan. Sebisa mungkin perlu diupayakan langkah mendukung
beragam prakarsa baru dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS dan
mengurangi berbagai dampaknya.

Kerentanan. Buruh/pekerja dan organisasi mereka hendaknya memastikan
bahwa faktor-faktor pendorong resiko infeksi HIV pada beberapa kelompok
buruh/pekerja ditangani secara baik melalui konsultasi dengan pengusaha.

Dukungan terhadap pengujian dan konseling HIV secara sukarela dan
rahasia. Buruh/pekerja dan organisasi mereka perlu bekerja sama dengan
pengusaha untuk mendorong dan mendukung akses terhadap uji HIV dan
konseling yang diselenggarakan atas kemauan sendiri dan rahasia.

Kemitraan internasional. Organisasi perburuhan perlu membangun
solidaritas lintas kebangsaan baik sektoral, regional. dan internasional guna
menekankan informasi tentang HIV/AIDS dan dunia kerja, serta
mamasukkannya dalam kampanye hak-hak buruh/pekerja.
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6. Pencegahan melalui informasi dan pendidikan

Pendidikan dan informasi di‘tempat kerja sangal penting dalam perang melawan
penyebaran HIV/AIDS. Pendidikan dan informasi ini juga berperan penting
menumbuhkan tenggang rasa terhadap buruh/pekerja dengan HIV/AIDS, Melalui
pendidikan yang efektil, kemampuan pekerja melndungi diri mereka terhadap
infeksi virus akan meningkat. Secara nyata, pendidikan juga mengurangi
kecemasan berlebihan, meredam stigmatisasi, menekan kegelisahan di tempat kerja,
serta mendorong perubahan perilaku dan sikap.

Oleh karena itu, program pendidikan dan informasi perlu dikembangkan melahui
konsultasi yang terpadu antara pemerintah. pengusaha, buruly/pekerja. dan
organisasi perwakilan mereka. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin adanya
dukungan yang besar dan partisipasi penuh dari pihak-pihak vang terkair.,

Beragam informasi dan pendidikan bisa digelar, termasuk program belajar jarak
Jauh, dan hendaknya tidak sekadar mengandalkan materi tertulis. Penting
digarisbawahi, program semacam ini perlu dirancang sesuai dengan karakter
kelompok  sasaran. misalnya digolongkan menurut usia, Jender. dan orientasi
seksual. Konteks budaya seternpat dan perilaku vang beresiko juga termasuk faktor
vang perlu diperhatikan dalam merancang prograum.

Program semacam ini juga hanya dapat dilakukan dengan baik oleh mereka yang
dipereaya dan dihormati. Hal ini terbukti dari keberhasilan berbagai program
pendidikan melalui kawan sebaya (peer education), termasuk dengan melibatkan
para penyandang HIVAIDS dalam desain dan pelaksanaan program,

6.1. Informasi dan kampanye penyadaran

(a) Program informasi. sehisa mungkin, terkai dengan kampanye TIV/AIDS yang
lebih huas dalam komunitas lokal, scktoral, regional., atau nasional. Sepatutnya
program tersehut berdasarken paca informasi yang bena, terkini, dan kompler
mengenai cara penularan TV, Program ini juga harus marmpu merobohkan
berbagai mitos yang melingkupi TTIV/AIDS, memberikan pengetahuan tentang
pencegahan HIV, dan berbagai hal menyangkut aspek-aspek medis dari
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6.2,

(a)

(b)

penvakit. Dampak AIDS pada perorangan. berbagai alternatil mengenai
serawatan, dukungan. dan pengobatan juga tercakup dalam program

T o . &
mformast dan pendidikan.

Segenap program informasi. kursus, dan kampanye sedapat mungkin harus
terpadu dengan kebijakan, program pendidikan. dan sumber daya manusia
di tempat kerja. Rangkaian program ini juga mesti terpadu dengan strategi
anti diskriminasi, kesehatan. dan keselamatan kerja.

Program-program pendidikan

Strategl pendidikan hendaknva berdasar konsultasi antara pengusaha. buruh/
pekerja, perwakilan mereka. dan sedapat mungkin juga melibatkan
pemerintah serta pithak-pthak berkepentingan yang ahli dalam bidang
pendidikan, konseling. dan perawatan HIV/AIDS. Metode yang diterapkan
sebatknya bersifat interakuf dan partsipatif.

Perlu dipertimbangkan program-program pendidikan vang dilangsungkan
pada jam kerja resmi dengan materi pendhdikan yang dapat digunakan buruh/
pekerja di luar tempat kerja. Kehadiran dalam kursus semacam ini hendaknya
dimasukkan sebagai bagian dari kewajiban kerja.

Bila memungkinkan. program-program sepert itu hendaknya:

- - mencakup kegiatan membantu sescorang agar mampu menilai tingkat

resiko yang dihadapi (baik sebagal inclividu maupun anggota kelompok)
dan mengurang tingkat resiko melalui peningkatan keahlian bernegosiasi,
komunikasi, pengambilan keputusan. juga program-program pendidikan.
pencegahan, dan konseling:

- membert tekanan khusus pada penlaku dan fakor-faktor vang beresiko
tinggi seperti mobilitas pekerjaan yang membuat beberapa kelompok
buruh/pekerja semakin rentan terhadap resiko infeksi HIV;

- menyediakan mformasi tentang penularan [V lewat narkoba suntik dan
tentang kiat menekan resiko penularan melalui jalur ini;

- meningkatkan dialog antara pemerintah. pengusaha, dan organisasi
perburuhan di negara-negara tetangga pada tingkat regional:

- menggelar promosi tentang kesadaran pentingnya membahas HIVAIDS
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dalam program pelatihan kejuruan vang diselenggarakan pemerintah dan
perusahaan dengan melibatkan organisasi buruh/pekerja;

melakukan kampanye dengan sasaran buruh/pekerja perempuan dan yang
berusia muda;

memberi tekanan pada rentannya perempuan terhadap HIV dan
menggelar strategi pencegahan guna mengurangi kerentanan tersebut
(Lihat bagian 6.3);

menegaskan bahwa HIV tidak dapat ditularkan melalui kontak biasa dan
mereka yang positil HIV tidak perhu dikucilkan atau dikenai stigma. Mereka
justru harus diberi dukungan dan tetap diterima di tempat kerja:
menjelaskan betapa efek virus ini amat menghancurkan dan pentingnya
semua buruh/pekerja untuk lebih peduli dan tidak hersikap diskriminatif
terhadap rekan mercka yang hidup dengan HIVAIDS;

memberikan kesempatan kepada para buruh/pekerja untuk
mengekspresikan dan mendiskusikan reaksi dan perasaan mereka akibat
termfekst HIV/AIDS:

menginstruksikan para buruh/pekerja (khususnya tenaga perawat
keschatan) tentang perlunya menerapkan azas Kewaspadaan Universal
(Cniversal Precausions) dan menginformasikan pada mereka tentang
prosedur yang perlu dilalui saat menghadapi situasi rentan terpapar infeksi
HIV/AIDS:

menyediakan pendidikan tentang pencegahan dan manajemen IMS (Infeksi
Menular Seksual - Infeksi yang menular melalui hubungan seksual) dan
tuberkulosis. Bukan hanya lantaran keterkaitannya dengan infeksi TTIV
tetapi juga karena penyakit-penyakit itu dapat ditangani sehingga hal ini
dapat memperbaiki kesehatan dan kekebalan bur uh/pekerja secara umum;
menggelar promosi pentingnya kebersithan dan nutrisi yang layak:
menggelar promosi tentang perlunya melakukan hubungan seksual yang
lebih aman, termasuk anjuran menggunakan kondom bagi laki-laki dan
perempuan;

menggalakkan kegiatan pendidikan lewar kawan sebaya dan berbagai
bentuk kegiatan pendidikan informal yang lain: <

secara berkala memantau, mengevaluasi. mengkaji, dan bila perlu merevisi
program-program yvang sudah dilakukan.



6.3. Program khusus jender

(a) Semua program hendaknya peka terhadap jender. ras, dan jenis orientasi
scksual. Program-program ini juga perlu membidik target yang jelas. kelompol
perempuan dan laki-laki, atau perempuan dan laki-laki dalam program
terpisah. Hal ini dilakukan mengingat perbedaan tingkat dan bentuk resiko
yang dihadapi buruh/pekerja laki-laki dan perempuan.

(b) Informasi yang diberikan pada kelompok perempuan harus sanggup membuat
mereka lebih waspada terhadap tingginya resiko infeksi, dan kerentanan
perempuan terutama mereka yang berusia muda.

(¢) Program pendidikan hendaknya memungkinkan laki-laki dan perempuan
memahami dan bertindak atas dasar hubungan kekuasaan yang setara baik
dalam situasi di tempat kerja ataupun pribadi. Pelecehan dan tindak kekerasan
perlu dibahas secara khusus.

() Serangkaian program tadi idealnya membuat perempuan makin memahami
hak-hak mereka baik di dalam maupun di luar tempat kerja, juga membuat
mereka lebih berdaya dan sanggup melindung dirt sendirt.

(¢) Pendidikan untuk laki-lald seyogyanya memasukkan unsur penyadaran, cara
menilai suatu resiko, serta mempromosikan peran dan tanggung jawah laki-
laki dalam pencegahan HIV/AIDS.

(fy Patut dikembangkan suatu program pencegahan dengan sasaran kelompok
laki-laki homoseksual aktf melalui konsultasi dengan para buruh/pekerja dan
kalangan ini atau dengan perwakilan mereka,

6.4. Keterkaitan dengan program promosi kesehatan

Program pendidikan, sedapat mungkin, berkaitan dengan agenda promosi
kesehatan yang meliputi penyalahgunaan obat-obatan, stres, dan kesehatan
reproduksi di tempat kerja. Dewan Perusahaan atau komite K3 (keselamatan dan
keschatan kerja) yang ada bisa dimanfaatkan sehagan pintu masuk bagt beragam
program pendidikan dan kampanye penyadaran HIVAIDS, Program yang terkait
ini hendaknya memberi penekanan tentang kian tingginya resiko infcksi pada
heherapa kelompok, yakni mereka yang memakai jarum yang sudah terkontaminasi
dan digunakan untuk menyuntikan narkoba melalui jaringan vena, mereka yang
gemar mengkonsumsi minuman beralkohol. juga para pecandu narkotik dan obat-
obatan.
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6.5. Langkah-langkah praktis mengubah perilaku

(a) Para pekerja seyogyanya memperoleh pendidikan vang sensitif, akurat. serta
terkini mengenai strategi pengurangan resiko dan. bila memungkinkan,
disediakan kondom untuk perempuan dan laki-laki,

(b) Diagnosa dini dan efektif tentang IMS (Infeksi Menular Seksual) dan
tuberkulosa hendaknya tersedia. Harus tersedia pula program pengobatan.
manajemen penanganan, jarum suntik dan semprotan (syringe) yang steril,
termasuk infromasi mengenai cara dan tempat memperoleh barang-barang
tersebut. .

(¢) Bagi buruh/pekerja perempuan yang ménga]amj desakan kesulitan keuangan,
program pendidikan harus pula mencakup beberapa strategi yang khusus
diterapkan untuk mercka yang berpenghasilan rendah, misalnya dengan
menyediakan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang menciptakan
penghasilan, bagaimana mengurangi pajak, dan memberi tambahan gaji.

0.6. Program-program merangkul komunitas

Para pengusaha, huruh/pekerja, dan perwakilan mereka perlu mempromosikan
program pendidikan dan informasi mengenai pencegahan HIV/AIDS di tengah
komunitas lokal, khususnya di sekolah-sckolah. Segenap lapisan masyarakat
hendaknya dilibatkan dalam program ini, agar masyarakat bisa mengekspresikan
pandangannya tentang HIV/AIDS, Langkah ini juga selanjutnya akan memperbaiki
kesejahteraan buruh/pekerja yang termasuk penyandang HIV/AIDS dengan cara
mengurangi mereka dari isolasi dan pengucilan. Menggandeng  organisasi lokal
dan nasional, dengan prinsip kemitraan, sebaiknya melandasi program-program
sermacam  ini.

7. Pelatihan

Pelatihan hendaknya ditujukan dan disesuaikan dengan berbagai jenis kelompok
sasaran yang berbeda: misalnva manajer, pengawas, stal personalia. dan buruh/
pekerja serta perwakilan mereka. Pelatihan untuk tenaga pelatih (laki-laki maupun
perempuan) juga berbeda dengan pelatihan untuk  pendidik atau pelatih dari
kawan sebava (peer educators). stal kesehatan dan keselamatan kerja, atau
pengawas perburuhan dan pabrik.
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Terobosan vang inovaul guna menghemat biaya juga perlu dikembangkan.
Misalnya: perusahaan mencari dukungan eksternal dari berbagai pihak, yakm
dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, pihak yang berkepentingan, atau
meminjam tenaga [asilitator dari lembaga yang khusus melatih fasilitator. Biaya
dan materi pelatihan amat bervariasi tergantung sumber daya yang ada. Model
pelatihan dapat disesuaikan dengan adat istiadart setempat, juga dengan perbedaan
karakier kelompok laki-laki atau perempuan.

Para pelatih juga perlu dilatih menghadapi berbagai sikap prasangka terhadap
kelompok minoritas, khususnya berdasarkan asal-usul etnis atau orientasi selsual.
Bahan-bahan pelatihan sebaiknya diambil dari sejumlah studi kasus dan materi
pelatihan vang layak dan sudah tersedia.

Patut dicatat, tenaga pelatih vang baik sering kali berasal dari kawan atau kelompok
sebava. Oleh karena itu. sangat dianjurkan untuk mencari burab/pekerja sebagai
tenaga pelatih di semua tingkatan. Hal ini sehaiknva direncanakan dalam program
tahunan dan dikembangkan melalui konsultasi dengan organisasi perwalkalan buruh/
pekerja.

7.1. Pelatihan untuk manajer, pengawas, dan staf personalia

Selain berpartisipasi dalam merancang bermacam program pendidikan dan
informasi untuk semua buruh/pekerja, para pimpinan dan pengawas juga perlu
memperoleh pelatihan sehingga mereka mampu:

- menjelaskan dan menjawab persoalan-persolan kebijakan mengenai ITIVAIDS
di tempat kerja;

- lebih memahami HIV/AIDS dan sanggup membantu buruh/pekerja
meluruskan pengertian yang keliru tentang penyebaran HIV/AIDS di tempat
kerja;

- menjelaskan hermacam pilihan yang sepadan untuk buruh/pekerja yang hidup
dengan HIV/AIDS agar mereka dapat tetap bekerja selama mungkin;

- sanggup mengidentifikast dan mengendalikan tindak diskriminasi dan
pengasingan terhadap buruh/pekerja dengan HIV/AIDS di tempat kerja;

- membern naschat mengenai pelayanan kesehatan dan manfaat sosial yang
tersedia.



7.2. Pelatihan untuk pendidik dari kawan atau kelompok sebaya
Pelatih yang berasal dari kawan atau kelompok sebaya perlu memperoleh pelatihan
khusus agar mercka dapat: -

memahami isi dan metode pencegahan HIV/AIDS schingga mereka mampu
menjalankan program pendidikan dan menyebarkan informasi, sebagian atau
keseluruhan, di tempat kerja;

peka terhadap ras, orientasi seksual, jender, dan budaya pada saat mereka
mengembangkan dan menjalankan program pelatihan;

mengaitkan dan menarik pengalaman dari kebijakan-kebijakan yang
diterapkan di tempat kerja, misalnya dalam hal pelecehan seksual atau untuk
penyandang cacat di tempat kerja;

membuat teman sekerja sanggup mengidentilikasikan faktor-faktor dalam
kehidupan mereka yang dapat mendorong peningkatan resiko infeksi
memberikan naschat untuk para pekerja dengan HIVAIDS mengenai cara
mengatasi bermacam kondisi dan implikasi penvakit yang mercka hadapi.

7.3. Pelatihan untuk perwakilan buruh/ pekerja
Pada saat jam kerja. perwakilan buruh/pekerja perlu memperoleh pelatihan

sehingga mercka sanggup:
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menjelaskan dan menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
kebijakan HIV/AAIDS di tempat kerja;

melatih pekerja lam dalam program pendidikan untuk pelatih;
mengidentifikasi perangai. perilaku diskriminadf, dan pengasingan terhadap
pekerja dengan HIVAIDS di tempat kerja, sebagai upaya memerangi tindakan
diskriminasi secara efektif;

membantu dan mewakili buruh/pekerja dengan HIV/AIDS, bila diminta, untule
memperoleh akses terhadap berbagai penyesuaian yang sepantasnya;
memberi nasehat bagi para buruh/pekerja untuk mengidentifikasi dan
mengurang faktor-faktor ber
memahami TIVAIDS sehingga mampu memberikan informasi bagi para
burub/pekerja mengenai penyebaran HIV/ATDS;

menjamin bahwa setiap informasi yang mercka peroleh mengenai pekerja

ko dalam kehidupan mereka;

vang menderita TTIV/AIDS yang tengah mereka wakili akan tetap dijaga
kerahasiaannya.



7.4. Pelatihan untuk pegawai kesehatan dan keselamatan

Selain dimtut lebih memahami program-program pendicikan dan informasi yang

dibuat untuk semua uruh/pekerja, pegawai kesehatan dan keselamatan perlu

menerima pelatihan khusus agar mereka bisa:

- memahami dengan fasih isi dan metode pencegahan HIVAIDS sehingga
mereka mampu menjalankan program pendidikan dan menyebarkan
informasi untuk para buruh/pekerja;

- menilai kelayakan lingkungan kerja, memetakan berbagai kondisi, dan
mengidentifikasi metode kerja yang dapat diubah atau dibenahi untuk
meringankan kerentanan buruh/pekerja terhadap HIV/AIDS

- memastikan para pengusaha telah menyvediakan dan memelihara inglkungan

dan proses kerja yang sehat dan aman untuk burub/pekerja. termasuk prosedur
pertolongan pertama;

- menjamin informasi milik buruh/pekerja yang menvanglkur TTIV/ AIDS, jika
ada, dikelola seperti halnya data medis lainnya vang mutlak dijaga
kerahasiaannya dan hanya dibuka sesuai dengan Kaidah 11O mengenai
perlimdungan terhadap data pribach pekerja;

- memberikan saran untuk para burub/pekerja tentang cara-cara mengurangi
faktor resiko dalam kehidupan pribach mereka;

- memberi rujukan bagi burub/pekerja tentang pelayanan medis di dalam
maupun di luar perusahaan yang dapat memenuhi kepertuan mercka secara

efekul.

7.5. Pelatihan untuk pengawas perburuhan

Pihak yvang berwenang hendaknya menjamin bahwa pengawas perburuhan dan
pabrik memiliki cukup peralatan untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan,
paksaan, dan naschat, khususnva vang berhubungan dengan pencegahan HIV/
AIDS di perusahaan. Oleh karena itu, mercka harus mendapat pelatthan tentang
pencegahan HIV/AIDS dan strategi perlindungan di tempat kerja.

Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup:

- informasi mengenai berbagai standar kerja mternasional. khususnya Konvensi
1LO nomor 111, tahun 1958, mengenai Diskriminasi (Discriniination
Emplovment and Occupation), perundangan. dan peraturan nastonal lamnya;

- meningkatkan kesadaran para buruh/pekerja dan pthak manajemen mengenai

[TIVAAIDS:;

[
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- cara memadukan topik-topik pembahasan HIV/AIDS ke dalam penjelasan
berkala mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dan juga dalam pelatihan
di tempat kerja: ’

- cara membantu para buruh/pekerja memperoleh akses terhadap manfaar
(benefit) asuransi, misalnya cara mengisi suatu formulir, dan menggunakan
hak-hak hukum yang lain:

- cara mengidentifikasi berbagai tindak kekerasan, atau tidak dilaksanakannya
hak-hak buruh/pekerja dalam kaitan dengan HIV/AIDS;

- keahlian mengumpulkan dan menganalisis data yang herkaitan dengan HIV/
AIDS di tempat kerja. baik dalam hal studi dampak sosial ataupun studi
penyebaran wabah (epidemiologis) sesuai dengan Kaidah mi.

7.6. Pelatiban untuk buruh/pekerja yang harus kontak dengan darah dan
berbagai cairan tubuh

Semua buruh/pekerja patut menerima pelatihan tentang prosedur pencegahan

infeksi dan cara memben pertolongan pertama dalam konteks kecelakaan di tempat

kerja.

Program-program seperti ini memberikan pelatihan dalam hal :

- pemberian pertolongan pertama:

- mengenai Kewaspadaan Universal (Universal Precautions) untuk mengurangi
resiko terkena darah atau berbagai cairan tubuh (lihat Lampiran 1I);

- dalam penggunaan perlengkapan pengaman:

- dalam mengikuti prosedur yang benar pada situasi terkena atau terpapar
darah dan berbagai cairan tubuh;

- hak-hak untuk memperoleh ganti rugi akibat kecelakaan kerja, dan penekanan
bahwa sikap kehati-hatian tidaklah bersangkut-pant dengan status HIV
seseorang atau karena dianggap mengidap IV,

8. Pengujian

Pengujian HIV tdak holeh dilaksanakan di tempat kerja kecuali untuk hal-hal
vang secara khusus disebutkan dalam Kaidah ini. Alasannya, pengujian [TV di
tempat kerja bisa membahayakan hak azasi dan martabat burub/pekerja: hasil
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tes mungkin dipertunjukkan atau disalahgunakan, persetujuan dari buruh/pekerja
tidak selalu diperoleh atas kemauan sendiri. dan kerap tidak didasarkan pada
penghargaan terhadap semua fakta dan dampak dari pengujian tersebut.

Pengujian HIV vang dilakukan di luar tempat kerja. tanpa terkecuali, juga harus
merupakan tindakan sukarela vang disetujui dan dilakukan hanya oleh seseorang
dengan keahlian yang tepat. serta dalam kondisi yang sangat rahasia.

8.1. Larangan tes dalam rekrutmen dan pekerjaan

Pefigujian HIV tidak boleh menjadi prasyarat suatu proses rekruitmen atau
kelanjutan status kerja sescorang. Tidak juga dibenarkan memasukkan unsur
pengujian HIV sebagai bagian dari kewajiban pemeriksaan kesehatan. nisalnya
uji kesehatan rutin atau sehelum memulai pekerjaan bagi para karyawan.

8.2.Larangan tes untuk tujuan asuransi

(2) Pengujian HIV tidak boleh menjadi svarat kelayakan keikutsertaan dalam
skema nasional tentang jaminan sosial, kebijakan umum asuransi, atau paket
asuransi kesehatan dan keselamatan kerja.

(b) Perusahaan asuransi tidak dibenarkan memperlakukan pengujian HIV sehagai
syarat persetujuan mengenai hal-hal yang dapat dilindungi asuransi di tempat
kerja. Mereka dapat menghitung estimasi biaya. penerimaan, dan aktuanal
berdasar pada data epidemiologi penchuduk secara umum.

(¢} Pengusaha tidak boleh memberi kemudahan bagi setiap hentuk pengujian
seperti vang disebut di atas. misalnya untuk tujuan asuransi, dan semua
informasi yang diperoleh harus tetap dijaga kerahasiaannya.

8.3.Survei Pemantauan Epidemiologi

Survei penvebaran wabah (epidemiolog) di tempat kerja bisa saja dilakukan
asalkan memenuhi berbagai persvaratan, yakni anonim. mematuhi prinsip-prinsip
etika riset ilmiah serta profesi. dan tetap melindung kerahasiaan dan hak-hal
seseorang. Bila riset seperti itu dilakukan. para burub/pekerja dan pengusaha perfu
diberitahu dan diajak berunding. Informasi yang diperoleh juga udak dapat
digunakan untuk mendiskriminasi sesearang atau sekelompok orang. Survei tidak
dapat disebut anonim bila membuka kemungkinan untuk menarik kesimpulan
mengenai status HIV seseorang berdasar hasil survel tersebut.



8.4.Pengujian secara sukarela

Ada kalanya buruh/pekerja atas kemauan sendirt memutuskan terlibat dalam
program tes atau pengujian [V secara sukarela. Program pengujian semacam ini
harus dilakukan di dalam pelayanan kesehatan komunitas dan bukan di tempat
kerja. Sepanjang pelayanan medis yang memadai tersedia, program pengujian
sukarela dapat digelar atas permintaan dan persetujuan tertulis dari buruh/pekerja
bersangkutan, bila perlu dengan nasihat perwakilan buruh/pelerja.

Pengujian harus dilakukan staf personalia dengan kualifikasi yang tepat dan terikat
pada persyaratan kerahasiaan. Konseling, sebelum dan sesudah tes, hendaknya
peka terhadap jender serta mempermudah pemahaman tentang sifat, tujuan,
keuntungan, kerugian, dan akibat pengujian HIV bagi buruh/pekerja. TTal-hal
tersebut harus menjadi bagian yang esensial darn setiap prosedur pengujian.

8.5.Pengujian dan perawatan bagi mereka yang rentan terpapar infeksi

(a) Bila diketahui ada resiko terkena atau terpapar darah, bermacam cairan,
dan jaringan tubuh, maka di tempat kerja haruslah tersedia prosedur
penanganan resiko akibat paparan semacam itu dalam konteks kecelakaan
kerja

(b) Berkaitan dengan resiko terpapar bahan-bahan yang terinfeksi (darah, cairan
tubuh, dan jaringan tubuh) di tempat kerja, para burub/pekerja harus segera
cibert penyuluhan tentang cara mengatasi kecelakaan. berbagar akibat medis,
perlunya pengujian HIV, serta ketersediaan sejumlah alat pencegah penyakit
karena berada dalam kondisi terpapar; dan yang bersanglkutan segera dirujuk
ke [asilitas medis yang memadai. Berdasarkan kesimpulan tentang pengukuran
resiko, buruh/pekerja perlu mendapat pedoman lebih jauh mengenai hak-
hak hukum termasuk kelayakan dan presodur vang harus dipenuhi untuk
memperoleh kompensasi.

9. Kepedulian dan dukungan

Solidaritas, kepedulian, dan dukungan adalah ramuan saling terkait yang penting
dalam menjawab persoalan-persoalan HIV/AIDS di tempat kerja. Perlu diciptakan
berbagai mekanisme yang mendorong keterbukaan, penerimaan, dan dukungan
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bagi buruh/pekerja yang bersedia membuka status TTIV mereka. [arus pula ada
jaminan bahwa status tersebut tidak akan membuat mereka mengalami
diskrimmasi atau memperoleh cap buruk (stigmatisas).

Cuna meredam dampak wabah di tempat kerja, perlu ada upaya pemberian
konseling dan heragam hentuk dukungan sosial bagi buruh/pekerja yang terinfeksi
atau terpengaruh TTIV/AIDS, Jika sudah tersedia fasilitas kesehatan di tempat kerja,
maka pengobatan yang layak dapat diberikan. Bila fasilitas sepertiitu tidak tersedlia,
maka para burub/pekerja haruslah diberi informasi mengenai lokasi di luar tempat
kerja yang bisa mereka datangi. l

Bentuk keterkaitan seperti ini memudahkan jangkauan pada keluarga buruh/
pekerja, khususnya anak-anak mereka. Kemitraan dengan pemerintah, pengusaha,
buruh/pekerja, organisasi buruh, serta semua pihak yang berkepentingan juga
menjamin efektifitas pelayanan dan penghematan biaya.

9.1. Kesetaraan dengan penyakit serius lain

(a) Infeksi TTIV dan kondisi klimis AIDS i tempat kerja harus dikelola dengan
perlakuan vang setara dengan penyalat atau kondisi serius lain.

(b) Burul/pekerja yang menyandang TTIV/AIDS tdak boleh diperlakukan lebih
buruk dibanding burul/pekerja yang menderita sakit serius lain dalam hal
penerimaan berbagar manfaat. kompensasi pekerja. dan bermacam
penyesuatan kerja yang sepantasnya.

(¢) Sejauh para burah/pekerja secara medis sanggup melakukan suatu pekerjaan
vang cocok, mereka harus menikmati jaminan kerja yang normal. kesempatan

pemindahan atau perbaikan karir seperti yang lain.

9.2. Konseling
(a) Pengusaha hendaknva mendorong buruh/pekerja dengan HIV/AIDS untuk
memanfaatkan para ahli dan tenaga bantuan di luar tempat kerja untuk

keperluan konseling. Bila memunglkinkan, pengusaha dapat menganjurkan
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[e]
buruh/pekerja mengeunakan unit kesehatan dan keselamatan kerja. atau
g o5 &,
program lainnya, di tempat kerja sepanjang konseling bisa dilakukan secara

khusus dan rahasia
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(b)

()
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Agar berhasil, pengusaha perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

- mengidentifikas para profesional, kelompok-kelompolk independen, dan
pelayanan kesehatan di dalam komunitas lokal atau regional yang
mengkhususkan pada konseling dan penanganan HIV/AIDS;

- organisasi-organisasi berbasis komunitas, baik vang bersifat medis atau
nonmedis, yang mungkin berguna untuk burub/pekerja dengan HIV/
AIDS:

- menganjurkan buruh/pekerja menghubungi dokter atau lembaga yang
memberikan pelayanan kesehatan bermutu untuk mendapatkan
pemeriksaan awal, mendapatkan pengobatan bila belum diobati, arau
membantiu mendapatkan lembaga pelayanan kesehatan vang bermutu
bila huruh/pekerja bersangkutan belum memiliki hal tersehut.,

Pengusaha perlu memberikan waktu libur yang cukup bagi buruh/pekerja
vang hidup dengan HIV/AIDS untuk mendapatkan konseling dan pengobatan
vang setidaknya sesuai dengan persyaratan nasional,

Dukungan konseling hendaknya dapat diperoleh buruh/pekerja secara gratis
dan sesuai dengan berhagai kebutuhan dan situasi intuk kelompok perempuan
dan laki-laki. Akan sangat berguna bila pengusaha menghubungi pemerintah,
pekerja. organisasi perburuhan, dan serta semua pemegang kepentingan untuk
mewujudkan dukungan konseling yang baik.

Perwakilan buruh/pekerja, bila diminta, haruslah membantu seorang burih/
pekerja dengan HIVAAIDS yang membutuhkan konseling profesional,

Fasilitas konseling selayaknya memberikan informasi pada semua buruh/
pekerja mengenai hak-halk dan manfaat yang diperoleh dari program jaminan
sosial, asuransi kerja, juga berbagai program peningkatan keahlian dan
bertahan hidup yang dapat membaniu pekerja mengatasi TTIVAIDS.

Untuk pekerjaan yang beresiko terpapar HIV, pengusaha sebaiknya
memberikan kesempatan libur yang memadai bagi buruh/pekerja agar mereka
bisa mengikuti konseling.



9.3. Pelayanan kesehatan kerja lain

(a) Beberapa pengusaha mungkin dapat membantu buruh/pekerja untuk
memperoleh akses terhadap obat-obatan anti virus. Dengan menggandeng
pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan, fasilitas kesehatan di
tempat kerja bisa menyediakan layanan dengan cakupan yang sangat luas
guna mencegah wabah dan membantu buruh/pekerja vang hidup dengan

HIV/AIDS.

(b) Layanan tersebut melipuri pemberian obat-obatan anti virus, pengobatan
terhadap gejala vang berkaitan dengan TTIV. konseling mengenai nutrisi dan
makanan tambahan. peredaman stres, dan pengobatan infeksi umum,
termasuk tuberkulosis dan IMS (infeksi menular seksual).

9.4. Keterkaitan dengan kelompok mandiri dan berbasis komunitas
Bila memungkinkan, pengusaha, organisasi perburuhan. dan staf keschatan kerja
perlu memberi kemudahan bagi terbentuknya kelompok-kelompok mandiri di
dalam perusahaan, atau grup vang menjadi rujukan buruh/pekerja yang hidup
dengan HIV/AIDS dan organisasi-organisasi pendukung di komunitas lokal.

9.5. Manfaat (Benefit)

(a) Pemerintah. berbekal konsultasi dengan mitra sosialnya, sepatutnya
memastikan bahwa manfaat untuk buruh/pekerja penyandang HIV/AIDS.
seperti yang tertera dalam perundangan dan peraturan nasional, acalah setara
dengan manfaat yang diterima buruh/pekerja yang menderita penyakit serius
lain. Pemerintah juga perlu menjajaki kemungkinan adanya berbagai jers
manfaat baru, khususnya berkenaan dengan perkembangan dan sifat HIV/
AIDS vang tak terduga.

(b) Pengusaha dan organisasi pengusaha serta buruby/pekerja perlu menekan
pemerintah untuk menyesuaikan mekanisme manfaat yang ada dengan
kebutuhan burub/pekerja penyandang HIVAIDS, termasuk mengenai skema
subsidi gajt.

9.6. Ruang lingkup perlindungan jaminan sosial
g lingkup | g
(a) Pemerintah, pengusaha. dan organisasi buruh harus mengambil langkah-
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langkah yang diperlukan guna menjamin segenap buruh/pekerja yang
menyandang HIV/AIDS beserta keluarganya tidaklah dikesampingkan dari
perlindungan penuh danmanfaar program jaminan sosial serta skema asuransi
keselamatan kerja. Hal ini juga berlaku hagi kelompok-kelompok buruh/
pekerja, dan keluarganya. vang secara sosial dianggap beresiko HIV/AIDS.

b) Program-program dan skema seperti di atas perlu memberikan manfaat bagi

! PEOS s

buruh/pekerja penyandang HIV/AIDS sebagaimana vang diterima  buruby/
pekerja yang menderita sakit serius lainnya.

9.7. Kerahasiaan dan Privasi

(@) Pemerintah, perusahaan. dan pengelola asuransi swasta harus menjarmin
bahwa informasi yang diperoleh dari kegiatan konseling, perawatan,
pengobatan, dan penerimaan benefit harus dijaga kerahasiaannya. seperti
halnya data medis lain milik para buruh/pekerja. Akses terhadap data tersebut
harus mematuhi- Konvensi ILO nomor 171, tahun 1985, tentang Rekomendasi
Pelayanan Kesehatan Kerja (Occupational Health Services Becommendation).

(b) Pihak ketiga, misalnya wali amanah pengelola prograni jaminan sosial dan
skema asuransi kerja. harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi vang
g & yang
berkaitan dengan HIV/AIDS. sebagaimana data medis lain mihk para buruh/
£ & 15
pekerja seperti diatur dalam Kaidah 11.0 tentang perlindungan data pribadi
buruh/pekerja.

9.8. Program bantuan untuk karyawan dan keluarganya

(a) Menyimak sifat wabah HIV/AIDS. program bantuan untuk buruh/pekerja perlu
dibentuk atau diperluas hingga mencakup berbagai pelayanan untuk buruh/
pekerja sebagai anggota kelnarga, juga memberi dukungan unwik  keluarga
mereka. Langkah ini sehaiknya dilakukan setelah melalui konsultasi dengan
para buruh/pekerja dan perwakilan mereka. dengan menggandeng
pemerintah serta semua pihak yang berkepentingan dan disesuaikan dengan
sumber daya dan kebutuhan.

(b) Program-program seperti itu hendaknya menyadari bahwa perempuan
hiasanya mengambil bagian terbesar dalam perawatan mercka vang sakil
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karena AIDS, Penyelenggara program schaiknya juga paham tentang - kondisi
khusus yang dibutuhkan perempuan hamil, serta harus sanggup menanggapi

kebutuhan anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka

akibat AIDS. terpaksa putus sekolah, terpaksa bekerja, dan yang menjadi kian

rentan terhadap eksploitasi seksual. Serangkaian program tadi mungkin

dilakukan secara internal (in-house): atau, sejumlah perusahaan bergabung

mendukung program-program secara bersama-sama atau melimpahkan

(kontrak, outsourcing) jasa pelayanan untuk keperluan program pada suatu

lembaga usaha vang independen, .

Program bantuan untuk keluarga mencalup:

memberikan cuti penghibur (compassionate leave);

mengundang keluarga umtuk turut serta dalam berbagai program
pendidikan dan mformasi;

memberikan rujukan kelompok-kelompok pendukung termasuk
kelompok yang mandiri;

membantu anggota keluarga buruh/pekerja untuk mendapatkan
aliernatif pekerjaan, untulk buruh/pekerja atau kelnarganya. dengan
syaral pekerjaan itu tak boleh berbenturan dengan jadwal sekolah:
mengambil langkah-langkah khusus, misalnya memberi dukungan
pendidikan formal. pelatihan kejuruan, dan kerja magang. guna
memenuhi keperluan anak-anak dan remaja yang kehilangan salah satu
atau kedua orang tua akibat AIDS;

melakukan koordinasi dengan senua pihak vang berkepentingan, dengan
sejumlah organisasi berbasis komunitas termasuk sekolah-sekolah tempat
belajar anak-anak para buruh/ pekerja:

menberi bantuan finansial secara langsung atau tidak langsung;
mengelola masalah finansial yang berkaitan dengan penyakit dan
beragam kebutuhan anggota keluarga buruh/pekerja yang belum
mandiri

memberi informasi, nasihat, dan bantuan hukum:

memberi bantuan tentang pemahaman proses hukum akibat keadaan
sakit dan kematian. misalnya bagaimana mengelola [inansial yang
berkaitan dengan keadaan sakit. persiapan membuat surat wasiat, dan
rencana suksesi;



membantu keluarga-keluarga untuk berurusan dengan program jaminan
sosial dan skema asuransi kerja;

pembayaran di muka utang jatuh tempo vang menjadi tanggungan
buruh/pekerja;

membimbing keluarga mereka pada otoritas kesehatan dan hukum atau
memberikan daftar organisasi atau lembaga yang berwenang.



Lampiran |
takta utama tentang wabah HIV/AIDS dan implikasinya

Fakta tentang HIV dan AIDS

Sebagai penyebab AIDS. HIV (human immunodeficiency virus, virus yang
melermahkan sistem kekebalan tubuh) menyebar melalui cairan tubuh manusia,
khususnya darah, air mani vang berisi sperma, cairan vagina, dan air susu ibu.

Proses penularan, sehagaimana telah banyak diketahui. terjadi dalam empat
cara: hubungan seksual tanpa pengaman dengan pasangan vang sudah terinfeksi
(ini adalah jalur vang paling sering terjacli): penyebaran darah atau berbagai procuk
darah, misalnva melalui transfusi darah, pencangkokan organ, dan pencangkokan
jaringan tubuh vang telah terinfeksi: penggunaan suntikan. peralatan suntik, alat-
alat tusuk, dan perangkat pemotong kulit atau tubuh manusia yang sudah tercemar;
terakhie, penularan melalui ibu vang telah terinlcksi pada anaknya sejak dalam
kanchungan. dalam proses persalinan, atau pada saat st ibu menyusui bayi,

Kontak fisik biasa seperti batuk, bersin, dan ciuman tidak dapat menularkan
LIV, Virus ini juga tidak dapat menular melalu fasilicas toilet dan pencucian yang
digunakan bersama-sama. berbagi peralatan makan, atau mengkonsumsi makanan
dan minuman vang dimasak oleh penyandang HIV. Virus ini juga tidak bisa tersebar
melalui nyamuk atau serangga penggigit lain.

HIV bekerja memperlemah sistem kekebalan tubuh manusia sehingga
membuat tubuh manusia sulit berperang melawan mfeksi. Umumnya, seseorang
dapat hiclup sepuluh tahun atau lebih sejak dia terinfekst HIV, bahkan seringkali
pada rentang wak tersebut orang bersangkutan udak mengalami gejala atau
rasa sakit, meskipun dia tetap dapat menularkan virus ke orang lain.

Gejala-gejala awal AIDS ermasuk keletihan yang kronis. diare.. demam.,
perubahan mental seperti kehilangan ingatan, kemerosotan beral badan. batuk-
batuk tanpa henti, bercak dan ruam kulit yang serius dan berulang-ulang, herpes
dan infeksi mulut, serta pembengkakan kelenjar getah bening.
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Penyakit-penyakit ikutan (oportunistik) seperti kanker, radang selaput
otak, atau tulang belakang. radang paru, dan tuberkulosis dapat juga
berkembang akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh, Meskipun periode
sakit tersebut dapat diselingi dengan saat-saat di mana rasa sakit berkurang
atau terasa lebih ringan. AIDS hampir selalu berakibat fatal. Penelitian mencari
vaksin terus berlangsung, namun belum satupun yang terbukti ampuh. Obat-
obatan anti virus yang sanggup menghambat perkembangan penyakit serta
membantu memperpanjang usia memang tersedia.

Sebetulnya, HIV adalah virus yang sangat rapuh yang hanya dapat
bertahan dalam sejumlah kondisi tertentu. Virus ini tak bisa menembus melalui
kulit yang tidak terluka dan hanya dapat memasuki tubuh manusia di tempat-
tempat yang lembab alami. Oleh karena itu, pencegahan infeksi harus dilakukan
dengan membentengi diri. membuat penghalang terhadap masuknya virus,
misalnya dengan menggunakan kondom atau perlengkapan pengaman lain
seperti sarung tangan dan masker (jika diperlukan), serta memastikan bahwa
beragam peralatan tajam seperti untuk jarum suntik dan alat pemotong tidak
terkontaminasi. Patut juga dicatat, virus ini sebetulnya dapat dibasmi dengan
obat pemutih, deterjen yang kuat, dan air panas (lihat Lampiran II).

Dampaknya terhadap demografi dan angkatan kerja

Di penghujung tahun 2000, lebih dari 36 juta penduduk dunia, menderita
HIV/AIDS, dua pertiga diantaranya hidup di Sub Sahara Afrika. Sejauh ini
tercatat hampir 22 juta nyawa warga dunia telah melayang karena AIDS. Dan,
sepanjang tahun 2000, sekitar tiga juta penduduk bumi meninggal akibat AIDS.

Seluruh belahan dunia telah terpengaruh. Simaklah angka penyandang
HIV/AIDS berikut ini: 25 juta orang dewasa dan anak-anak di Sub Sahara
Afrika, lebih 6 juta penduduk di Asia, hampir 2 juta warga Amerika Latin dan
Karibia, 1 juta penduduk Amerika Utara; setengah juta penderita berdiam di
Eropa Barat; hampir tiga-perempat juta orang di Eropa Timur dan Asia Tengah,
serta setengah juta lainnya hidup di Afrika Utara dan Timur Tengah:Bentuk-
bentuk penularan yang menjadi sangatlah bervariasi, dan dipastikan bahwa
banyak di daerah di muka bumi ini yang mengalami peningkatan laju
penyebaran infeksi.
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Keganasan HIV yang memastikan jelas tergambar pada pengurangan
jumlah populasi di Afrika. Di wilayah ini, pada tahun 2010 nanti, 29 negara
dengan tingkat penyebaran HIV di atas 2 persen diperkirakan bakal mengalami
pengurangan penduduk sampai 50 juta jiwa. Dampak yang serupa juga amat
terasa pada perubahan komposisi jender dan usia. Di banyak negara,
perempuan lebih sering terinfeksi pada usia muda daripada laki-laki. Di Afrika,
lebih dari separuh jumlah yang baru saja terinfeksi adalah perempuan. Di
berbagai tempat, vang paling terpukul oleh HIV adalah mereka yang berumur
15-49 tahun. Sebuah kelompok usia aktif yang sumbangannya pada keluarga,
masyarakat, dan perekonomian menjadi musnah akibat AIDS.

ILO memperkirakan, lebih dari 20 juta buruh/pekerja di seluruh dunia
menderita HIV/AIDS. Pada tahun 2020 nanti, bila dibandingkan kondisi tanpa
AIDS, jumlah angkatan kerja di negara-negara yang memiliki gejala prevalensi
yang tinggi diramalkan berkurang 10-30 persen. Tercatat 14 juta anak
kehilangan salah satu atau kedua orang mereka karena AIDS, terpaksa putus
sekolah, dan masuk pasar kerja yang kian memperburuk permasalahan buruh
anak.

HIV/AIDS di Indonesia

Berdasarkan estimasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun
2003, jumlah orang yang terinfeksi HIV diperkirakan antara 90.000 sampai
dengan 130.000 diantaranya tertular melalui narkoba suntik. Sejak pertama
kalinya diketemukan kasus AIDS tahun 1987, jumlah penyandang AIDS terus
meningkat. Dalam 15 tahun terakhir sampai dengan tahun 2002, telah
dilaporkan sebanyak 671 penyandang AIDS dengan komposisi 80% laki-laki
dan 20% perempuan. Lebih dari 90% penyandang AIDS tersebut berusia
produktif antara 20-50 tahun. Jumlah tersebut diperkirakan jauh lebih kecil
daripada keadaan sesungguhnya.

Modus penularan HIV/AIDS di Indonesia, berdasarkan hasil survey
Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001, umumnya melalui
hubungan heteroseksunal (53,7%), narkoba suntik (20,9%), homo-biseksual
(13,7%). ibu hamil (1,3%), transfusi darah (0,4%), hemofilia (0,1%)dan lainnya
(9,8%). Kecenderungan penularan HIV/AIDS melalui narkoba suntik di
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beberapa kota besar, khususnya Jakarta, meningkat secara signifikan dari
15.4% di tahun 1999 menjadi 47.8% tahun 2001,

Pada tahun 1996 hanya 2,5% dari penyandang AIDS menyatakan ditulari
HIV melalui narkoba suntik, namun pada tahun 2001, angka ini meningkat
drastik menjadi hampir 20%. Penularan HIV masih didominasi oleh penularan
melalui hubungan seks, tetapi jumlah penularan melalui narkoba suntik pun
semakin tinggi. Di Indonesia terdapat empat kantong epidemi yang
diperkirakan memiliki tingkat penularan HIV-nya tinggi, yaitu Merauke-Papua,
Jakarta, Denpasar-Bali dan Tanjun'g Balai Karimun-Riau.

Berdasarkan hasil penelitian ILO, yakni Population Mobility and HIV/
AIDS in Indonesia, tahun 2001, pola dan kecenderungan penyebaran HIV/
AIDS di Indonesia terkait dengan permindahan pekerja baik secara internal
maupun internasional. Meskipun belum terdapat data memadai yang
membuktikan adanya korelasi antara perpindahan pekerja dengan penyebaran
HIV/AIDS, patut diduga bahwa kelompok penduduk dengan mobilitas tinggi
dan memiliki perilaku seks tertentu termasuk pekerja sektor pertambangan,
konstruksi, perkebunan, perkayuan, transportasi, perikanan dan buruh
migran - rentan terhadap resiko penularan HIV/AIDS.

HIV/AIDS berdampak amat hebat bagi seseorang yang terinfeksi,
keluarganya, begitu pula terhadap komunitas secara luas. Mereka yang
berusia lanjut dan anak-anak dari keluarga yang salah satu anggotanya
terinfeksi virus mengalami dampak yang amat serius. Implikasi pada
perorangan dan rumah tangga ini kemudian tercermin pada kelambanan gerak
perusahaan dan pada akhirnya di tingkat perekonomian nasional.

Wabah ini mewujudkan diri dalam dunia kerja dengan berbagai jalur:
kekacauan produksi, diskriminasi pekerjaan, memperburuk ketidaksetaraan
jender, dan memperparah fenomena buruh anak. Perwujudan lain tampak
pada menipisnya modal sumber daya manusia, tekanan pada sistem jaminan
sosial dan kesehatan, serta ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan
kerja.
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Bermacam kondisi yang mengakibatkan kerentanan
Faktor-faktor umum

Wabah AIDS meluas di wilayah di mana hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
dilanggar, juga ketika norma-norma sipil dan etika politik diabaikan. Kemiskinan,
padla sisi ekonomi, menampakkan diri sebagai fakror pemicu yang utama. Bura
huruf dan marginalisasi menjadikan kaum miskin semakin rentan terhadap infeksi,
Kemiskinan juga memberi tekanan teshadap kelompok perempuan untuk bertahan
dan menopang perekonomian keluarga dengan terlibat dalam hubungan seksual
yang tak aman atau tak terlindung. Mutu pangan yang buruk. perumahan vang
Jauh dari memadai, dan tiadanya perhatian terhadap kebersihan (frvgiene)
membuat mereka yang terinfeksi TV semakin rentan terhadap sejumlah penyakit
vang herkaitan dengan AIDS,

Pada sisi sosial dan budaya, ketidaksetaraan dalam hubungan pribadi dan
pekerjaan menimbulkan meluasnya hubungan seksual secara paksa dalam kondisi
yang penuh resiko. Berbagai sikap dan perangai juga diakui sebagai faktor yang
memacu peningkatan resiko. Virus bisa tertular lewat proses penyuntikan obat-
obatan lewat jaringan vena dengan peralatan suntik yang terkontaminasi. Sejumlah
bukti juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat dan alkohol dapat merusak
kesanggupan seseorang melakukan hubungan seksual dan menghambat
kemampuan menyuntik dengan cara vang aman.

Pemberian cap buruk (stigmatisasi) terhadap orang dengan HIV/AIDS
mendorong sikap berdiam diri, tutup mulut tentang infeksi, dan dengan demikian
makin meningkatkan penyebaran wabah. Beragam tekanan budaya, penolakan,
dan pengaburan informasi tentang tingkat infeksi. lokal maupun nasional, pada
akhirnya mempersulit rencana tindakan yang cfektif bagi perorangan  maupun
komunitas.

Pacla sisi politik dan sipil, situasi yang penuh konflik, hancurnya hukum dan
ketertiban, buruknya kerangka dan kepatuhan hukum. juga penolakan hak-hak
berorganisasi dan perundingan bersama. hanya akan menghambat kemajuan
secara umum dan secara khusus memperlemah langkah-langkah promosi
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kesehatan. Di banyak negara. sistem sumber daya kesehatan yang buruk makin
diperparah oleh hutang dan persoalan struktural. menjadikan negara tidak mampu
optimal melakukan upaya pencegahan dan perawatan.

Bisa kita simpulkan. 1ikhm vang diskriminatf dan tiadanya penghormatan
terhadap hak asast manusia membuat buruh/pekerja kian rentan infekst dan kurang
berdaya menangani [TIV/AIDS. Dalam situasi seperti itu. mereka amat sulit
menemukan penvedia pengujian sukarela yang berkualitas. mencari tempat
konseling. perawatan. pengobatan. atapdukungan lain. Situasi ini juga menghalangt
mereka terlibat aktif dalam kegiatan kampanye pencegahan dan advokasi.

Faktor-faktor yang mempertinggi resiko infeksi pada kelompok buruh/
pekerja tertentu

Beberapa situasi kerja cenderung membuat buruh/pekerja lebih rentan
terhadap resiko infeksi. dengan catatan bahwa masalah utama tetaplah berkaitan
dengan perilaku dan bukan pada pekerjaan itu sendir.

Berikut m beberapa indikast mengenan situasi kerja vang cenderung heresiko ¢

- pekerjaan yang mengharuskan perpindahan, khususnya kewajiban melakukan
perjalanan secara berkala dan hidup terpisah dari keluarga dan pasangannya:

- bekerja di lingkungan geograli vang terisolast dengan mreraksi sosial dan
fasilitas kesehatan vang terbatas:

- buruh/pekerja laki-laki dengan status lajang atau yvang pekerjaan dan
kehidupannya mengharuskan mereka tinggal bersama laki-laki:

- situasi pekerjaan vang membuat buruh/pekerja tidak dapat melakukan
pengendalian dan perhndungan dirt senclirt terhadap feksi [IIV/ AIDS:

- sitasi pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. di mana perempuan adalah
kelompok minoritas:

- berbagai jabatan atau pekerjaan yang beresiko, misalnya karena adanya kontak
dengan darah, berbagai produk darah, dan caran tubuh manusia. luka karena
Jarum suntik dan terpapar darah yang sudah terinfeksi, di mana prinsip
Kewaspadaan Universal (Lniversal Precautions) tidak dipatuhi dan atau
perlengkapan yang ada tidak memadau.

Sejurnlah faktor “non pekerjaan”™ bisa juga ditambahkan pada daftar di atas.
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Termasuk dalam kategori ini adalah banyaknya penganggur yang berkumpul ch
pusat-pusat perkotaan dan mengharapkan vang receh juga rentan IV, Orang-
orang vang terhuang, vang hidup di perkampungan pengungsi atau tempat-tempat
vang tak berpenghuni, serta mereka vang dihempaskan, kesemuanya mudah
terdesak atau terjebak dalam hubungan seksual dalam keterpaksaan —khususnya
para perempuan vang berstatus ibu atau istri tanpa suami.

Kebutuhan-kebutuhan khusus sektor informal’

Buruh/pekerja di sektor informal mungkin mengalami penderitaan terburuk
i) 2 & I
akibat HIVAAIDS. Pertama, biasanya mereka tidak punya akses terhadap fasihtas
kesehatan dan manfaat perlindungan sosial sepert yang tersedia bagi buruhy/pekerja
di selktor formal. Kedua. kegiatan mereka jarang sekali didasarkan pada jaminan
; K€ J g I d
finansial. Ketiga, silat kesementaraan dan kerentanan dari pekerjaan yang mereka
Za. peker) yang
lakukan membuat setap ketidakhadivan menjadi identik dengan kehilangan usaha
atau produksi. Dalam permagaan di sektor mformal, kehilangan satu atau lebih
pekerja eenderung berakibat parah yang menjurus pada ancaman gulung tikar,
Bila pemilik usaha menderita [V, sakit atau meninggal dunia, maka modal usaha
I 2g;
akan dialihkan untuk keperluan pengobatan, perawatan, dan biaya penguburan.
al ini boleh jadi akan menghancurkan investast di masa depan, menyebabkan
kebangkrutan. dan pada akhirnya membuat angeota keluarga dan pekerja merasa
o : Y 22 & I J

1 Berdasarlaporan Direktur Jenderal 110 dalam Konferensi Perburuhan Internasional, tahun 1991,
istilah “sektor informal™ merujuk pada sejumlah unit skala kecil yang memproduksi dan
mendistribusikan barang dan jasa. Sebagian besar dan mereka adalah produsen mandiri dan
independen vang berada di sejumlah kantong perkotaan di banyak negara berkembang. Sebagian
besar mereka mempekerjakan anggota keluarga dan atau sejumlah keeil pekerja upahan atan magang,
Mereka beroperasi dengan modal amat terbatas. atau tanpa modal sama sekal dan menggunakan
tingkat keterampilan dan tekonologi rendali, karena itu beroperasi dengan procuktivitas rendah:
umurnnya berpenghasilan rendah, tk teratr, dengan volume pekerjaan . angat tidak stabil,
Mercka discbut informal dalam arti tidak rerdaftar dan tercatat dalam statistik resmi. cenderung
sedikit atau sama sekali tak punya akses terhadap pasar yang terorgamsir, lembaga kredit, lembaga
pendidikan dan pelatihan formal, atan pada pelavanan dan kenvamanan publik. Mereka tak diakui,
didukung atau diatur oleh pemerintah, sering kali dipaksa keadaan untuk beroperasi di nar pagar
hukum. Bahkan, bila terdaltar dan mematuhi beberapa aspek hukum. mereka hampir selalu di luar
jangkauan perlindungan sosial. hukum perburuhan dan herbagai langkah perlindungan di tempat
kerja. Procusen dan buruh di sektor informal umumnya tak terorganisiv (meskipun ada beberapa
asosiast atau himpunan vang mencoba menghimpun mereka) dan dalam banyak kasus berada di luar
jangkauan kegiatan serikat buruh/pekerja atau organisast pengusaha. (lihat 1LC: The dilemme of the
iriformed sector. T8ih session (1991), Report (1), halaman 4 (text bahasa Inggris)).
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kehilangan. Di pedesaan, beban untuk melakukan perawatan akan mengakibatkan
pengalihan tenaga kerja dart kegiatan-kegiatan pertanian. Selanjutnya, kehilangan
buruh/pekerja lantaran AIDS akan mengurangi jumlah produksi pangan dan
penurunan  persediaan pangan dalam jangka panjang.

Secara menyeluruh, memburuknya ekonomi berlangsung seperti jalinan spiral
yang amat memukul sektor informal, khususnya jika terjadi kontraksi pasar karena
konsumen meninggal atau terpaksa menahan pengeluaran akibat keharusan
membiayai perawatan dan obat-obatan.

Dimensi jender

Darmpak HIV/AIDS, dari segi kerentanan dan konsekuensi, berbeda untuk
perempuan dan laki-laki. Serangkaian faktor biologis menjadikan perempuan lebih
rentan tethadap infeksi dibanding laki-laki. Selain itu, ketidaksetaraan struktural
status perempuan telah menyulitkan mereka melakulkan langkah pencegahan infeksi
dan memperburuk dampak AIDS pada mercka.

- Tak sedikit perempuan yang mengalami subordinasi seksual dan ekonomi
I yang g
dalam perkawinan atau dalam hubungan sosial, yang mengakibatkan
(=) 3 J = o
perempuan tidak memiliki posisi tawar untuk menuntut hubungan seksual
yang aman atau menolak yang tidak aman;

- Ketimpangan kekuasaan di tempat kerja menjadikan perempuan mudah

pang I ] J P P
terancam pelecehan seksual:

- Kemiskinan adalah faktor penyebab utama kerentanan terhadap AIDS, dan
perempuan merupakan mayoritas penduduk miskin di dunia. Di tengah krisis
kemiskinan, anak gadis cenderung menjadi yang pertama putus sekolah atau

& s yang [
dijual dan dipaksa menjadi buruh atau pekerja seks;
- Buta huruf membuat akses perempuan terhadap pesan dan informasi
!
mengenal pencegahan HIV terhalang. Sebuah keadaan vang lebih hanyak
dialami perempuan dibanding laki-laki di muka burni imi; di beberapa negara,
I 2 ; I :
Jumlah perempuan buta huruf dua kali lebih banyal; - .

- Perempuan berperan signilikan dalam jumlah migran (migrant) di banyak
negara. Kaum ini beserta anak-anak juga mewakili tiga perempat dari total
pengungsi. Status sebagai migran atau pengungsi kerap berkaitan dengan



kehilangan. Di pedesaan, beban untuk melakukan perawatan akan mengakibatkan
pengalihan tenaga kerja dari kegiatan-kegiatan pertanian. Selanjutnya, kehilangan
buruh/pekerja lantaran AIDS akan mengurangi jumlah produksi pangan dan
penurunan persediaan pangan dalam jangka panjang.

Secara menyehiruh, memburuknya ekonomi berlangsung seperti jalinan spiral
yang amat memukul sektor informal, khususnya jika terjadi kontraksi pasar karena
konsumen meninggal atau terpaksa menahan pengeluaran akibat keharusan
membiayal perawatan dan obat-obatan.

Dimensi jender

Dampak HIVAAIDS, dari segi kerentanan dan konsekuensi, berbeda untuk
perempuan dan laki-laki. Serangkaian faktor biologis menjadikan perempuan lebih
rentan terhadap infeksi dibanding laki-laki. Selain itu, ketidaksetaraan struktural
status perempuan telah menyulitkan mereka melakukan langkah pencegahan infeksi
dan memperburuk dampal AIDS pada mereka.

- Tak sedikit perempuan yang mengalami subordinasi seksual dan ekonomi
dalam perkawinan atau dalam hubungan sosial, vang mengakibatkan
perempuan tidak memiliki posisi tawar untuk menuntut hubungan seksual
yang aman alau menolak vang tidak aman;

- Ketimpangan kekuasaan di tempat kerja menjadikan perempuan mudah
terancam pelecehan seksual;

- Kemiskinan adalah faktor penyebab utama kerentanan terhadap AIDS, dan
perempuan merupakan mayoritas penduduk miskin di dunia. Di tengah krisis
kemiskinan, anak gadis cenderung menjadi yang pertama putus sekolah atau
chijual dan dipaksa menjadi buruh atau pekerja seks:

- Buta hurul membuat akses perempuan terhadap pesan dan informasi
mengenai pencegahan HIV terhalang, Sebuah keadaan yang lebih banyak
dialami perempuan dibanding laki-laki di muka bumi ini; di beberapa negara,
jumlah perempuan buta huraf dua kali lebih banyak;

- Perempuan berperan signifikan dalam jumlah migran (migrant) di banyak
negara. Kaum ini beserta anak-anak juga mewakili tiga perempat dari total
pengungsi. Status sebagai migran atau pengungsi kerap berkaitan dengan
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tingkat resiko HIV yang di atas rata-rata. Dalam situasi konflik, misalnya
peperangan antar kelompok, msiden perkosaan terhadap perempuan
cenderung nak secara sistemaris;

Beban merawar anggota keluarga atau komunitas yang menderita HIV sering
kali jatuh pada perempuan dan anak gadis yang berakibat naiknya heban
kerja mereka, juga mengurangi kesempatan mereka untuk bersekolah dan
meraih penghasilan;

Sistem hak milik, warisan, adat istiadat dan sejumlah hukum pendukung lain
sering kali tidak adil secara jender, Akibatnya, perempuan dengan HIV/AIDS
yang kehilangan pasangan (suami) atau yang telah dihempaskan karena positif
IV akan kehilangan kesempatan ekonomi dan berbagai jaminan keuangan
vang, akhirnya, memaksa perempuan terjun dalam industri seks untuk
bertahan hidup. Khusus bagi anak gadis, mereka sangat rentan terhadap
ekploitasi seksual komersial;

Berbagai studi menunjukkan tingginya jumlah perempuan, dibanding laki-
laki, khususnya di pedesaan yang rentan terhadap berbagai stigma sosial dan
pengucilan akibat AIDS. Keadaan ini memperbesar tekanan pada perempuan
untuk terjun dalam berbagai bentuk hubungan seksual demi bertahan hidup
Sejumlah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh perempuan, digaji maupun
tidak, diakui cenderung gampang dikacaukan AIDS: ini termasuk banyak
pekerjaan di sektor informal yang dilakukan perempuan yang tidak tercakup
dalam perlindungan jamman sosial atau berbagai manfaat dari asuransi
keschatan kerja;

Lebih sedikit perempuan, dibanding laki-laki. yang dilindungi oleh jaminan
sosial atau manfaat yvang berkaitan dengan kesehatan kerja;

Laki-laki lebih sering menjadi korban stereotip dan norma tentang perilaku
maskulin yang menggiring pada hubungan scksual tanpa pengaman atau tanpa
persetujuan;

Laki-laki lebih banvak masuk kedalam kategori pekerja rentan, dan juga
berada dalam berbagai situasi pekerjaan yang membuat mereka terpapar
hubungan scksual tidak aman di antara sesama laki-laki;

Mengingat hubungan kekuasaan di antara laki-laki dan perempuan laki-laka
berperan penting untuk mengadopsi dan menggalakkan sikap bertanggung
Jawab terhadap pencegahan HIV/AIDS dan mekanisme untuk mengatasinya.
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Lampiran 11
Pengawasan terhadap infeksi di tempat kerja
A. Kewaspadaan universal {erhadap darah dan cairan tubuh

Kewaspadaan Universal terhadap darah atau cairan tubuh atau juga dikenal
sebagai Kewaspadaan Universal atan Kewaspadaan Baku, mulai digunakan oleh
United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pada tahun 1985.
Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap merebaknynya wabah HIV/AIDS
dan kesadaran akan pentingnya strategi baru untuk melindungi pegawai rumah
sakit dari berbagai infeksi melalui darah. Untuk pertama kalinya, pendekatan ini
menekankan  penerapan kewaspadaan terhadap darah dan cairah tubuh dan
dilaksanakan secara universal terhadap semua orang tanpa memandang status
infeksi.

Kewaspadaan Universal merupakan prakiek pengawasan baku dan sederhana
terhadap infeksi yang diterapkan dalam perawatan semua pasien, setiap saat, untuk
mengurangi resiko terhadap berbagai penyakit yang dibawa atau berkaitan dengan
darah. Kewaspadaan ini mencakup:

- penanganan hati-hati terhadap pembuangan berbagai benda tajam (jarum
suntik atau benda tajam lam);

- cuel tangan sebelum dan sesudah setiap prosedur kegiatan;

- penggunaan berbagai pelindung seperti sarung tangan, jubah, masker, setiap
kali kontak langsung dengan darah dan atau berbagai cairan tubuh;

- membuang sisa darah atau cairan tubuh yang tercemar secara aman;

- memberikan disinfektan vang tepat pada semua peralatan dan perlengkapan
lain yang telah tereemar;

- penanganan kain-kam yang sudah kotor dengan waspada.

B. Beberapa pedoman dan Kewaspadaan Universal (Universal
Precautions) tentang pengawasan terhadap infeksi

Bednarsh, I1.5.; Eklund. K.J.: .Infection control: Universal Precautions

reconsidered., in American Dental Fhygienists. Association: Access (Chicago, 1995)

Vol. 11, No. 1.
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/National Center for HIV, STD
and TB Prevention/Division of IIV/AIDS Prevention: Preventing occupational IV
ransmisston Lo health care workers (updated June, 1999).

South African Law Commission: Aspects of the law relating to AIDS (Project No.
85): Universal workplace infection control measures (Universal Precautions) (1997).

WIHO: WHO guidelines ore AIDS and first aid in the workplace, WHO AIDS serics
7 (Geneva, 1990).

WIO/UNAIDS/ICN (International Council of Nurses): HIV and the workplace and

Universal Precautions, Fact sheets on HIV/AIDS for nurses and midwives (Geneva,
2000).
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Lampiran IlI

A. Rincian tugas (chekclist) perencanaan dan pelaksanaan kebijakan
HIV/AIDS di tempat kerja

Pengusaha, buruh/pekerja, dan perwakilan mereka perlu bekerja sama dan
bersikap peduli dalam mengembangkan kebijakan TTIV/AIDS yang dapat menjawab
-sekaligus menyeimbangkan—kebutuhan pengusaha dan buruh/pekerja. Sebuah
kebijakan, dengan dukungan komitmen yang tinggi, harus memberi contoh pada
komunitas umum tentang hagaimana mengelola HIV/AIDS.

Unsur terpenting dari kebijakan ini, sehagai mana dikembangkan dalam
bagian 6-9, Kaidah ILO tentang TIV/ AIDS dan Dunia Kerja, mencakup beherapa
hal, vakni informasi mengenai HIV/AIDS dan bagaimana proses penulararmya;
langkah-langkah pendidikan untuk meningkatkan pemahaman akan resiko pribadi
dan mempromosikan berbagai strategi: berbagai langkah merawat dan mendukung
burub/pekerja yang terpengaruh HIV/AIDS, baik mercka sendiri atau salah satu
anggota keluarganya; dan tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk
stigmatisasi atau diskriminasi di tempat kerja.

Berbagai langkah berikut berguna sebagai daftar rincian tuegas untuk
2 & & g
mengembangkan kebijakan dan program:

¢ Komite HIV/AIDS dibentuk dengan anggota terdiri dari pimpinan puncak,
pengawas, buruh/pekerja, serikat buruh/pekerja, departemen sumber dava
manusia, departemen pelatihan, unit-unit hubungan industrial, unit keschatan
dan keselamatan kerja, komite kesehatan dan keselamatan, dan burub/pekerja
dengan HIV/ AIDS —jika mereka setuju;

¢ Komiie memutuskan kerangka acuan dan aturan mam dalam pengambilan
keputusan dan tanggung-jawab:

¢ Mengkaji perundangan nasional dan implikasinva terhadap perusahaan;

e Komite mengkaji dampak wabah HIV di tempat kerja dan keperluan-keperluan
buruh/pekerja vang terinfeksi atau terpengaruh HIVAIDS dengan berdasar
suatu stuci yang bersifat rahasia;



¢ Komite mengidentifikasi pelayanan informasi dan keschatan apa saja yang
sudah tersedia di tempat kerja dan di komunitas setempat;

¢  Komite membuat suatu.dral kebijakan; draf yang disebarluaskan guna
memperoleh komentar dan kemudian merevisinya sebelum diterapkan;

#  Komite menyusun anggaran, jika perlu mencari dukungan dana dari luar
perusahaan, dan mengidentifikasi sumber-sumber dana di komunitas
selempat;

®  Komite membentuk rencana aksi dengan jadwal dan garis tanggung jawab
untuk melalsanakan kebijakan;

»  Kebijakan dan rencana aksi disebarkan secara luas melalui berbagai cara,
misalnya papan pengumuman, surat, slip pembayaran, sejumlah pertemuan
khusus, pelatihan, dan berbagai kursus;

e Komite memantau dampak dari kebijakan;

e  Secara berkala komite mengkaji kebijakan dengan memperhatikan masukan
dart hasil pemantauan internal dan informasi dari pihak luar mengenai virus
HIV serta dampaknya di tempat kerja.

Setiap langkah di atas harus dipadukan dengan kebijakan perusahaan yang
komprehensil, yang direncanakan, serta dilaksanakan dan dipantau secara
berkelanjutan.



Lampiran IV
Beberapa dokumen ILO

A Resolutions, conferences, meetings and reports Hodges-Acberhard, J.: Policy
and legal issues relating to HIV/AIDS and the world of work (ILO, Geneva,
1999).

An outline of recent developments concerning equality issues in employment
Jor labour court judges and assessors (1LO, Geneva, 1997), see: Specific
developments concerning HIV/AIDS discrimination, pp.27-31.

Hugo, Gnaeme: Population Mobility and HIV/AIDS in Indonesia (ILO/
UNAIDS/SEAHIV-UNDP) (ILO, Jakarta, 2001)

ILO: The role of the organized sector in reproductive health and AIDS
prevention. Report of a tripartite workshop for Anglophone Africa held in
Kampala, Uganda, 29 Nov. - 1 Dec. 1994 (Geneva,1995).

Report of the Meeting of Experts on Workers. Health Surveillance, 2-9 Sep.
1997, doc. GB.270/6 (Geneva, 1998)

Decent work, report of the Director-General, International Labour Conference,
87th Session, Geneva, 1999,

Action against HIV/AIDS in Africa: An initiative in the context of the world of
work, based on the Proceedings of the African Regional Tripartite Workshop
on Strategies to Tackle the Social and Labour Implications of HIV/AIDS,
Windhoek, Namibia, 11-13 Oct. 1999 (Geneva, 1999)

Resolution concerning HIV/AIDS and the world of work, International Labour
Conference, 88th Session, Geneva, 2000,

Special High-Level Meeting on HIV/AIDS and the World of Work, Summary of
Proceedings of the Tripartite Technical Panel, Geneva, 8 June 2000; SIDA
et milieu de travail: collecte de données au Togo (Lomé, Sep. 2000).

SIDA et milieu de travail: collecte de données au Togo (Lomé, Sep. 2000).
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The extent and impact of the HIV/AIDS pandemic and its implications for the
world of work in Tanzania, Resource paper for ILO mission to the United
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hospitality industry (Geneva and Paris, 1999).

Moomaw, P.: When and employee says, Boss, [ have AIDS..., in Restaurant
USA (National Restaurant Association, Washington, DC), Mar. 1996
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for civie employees (Vancouver, 1990).

Public Services International: Policy and programme on HIV/AIDS for PSI
affiliates and public sector workers (Ferney-Voltaire, 2000).

UNAIDS: AIDS and the military, UNAIDS point of view, UNAIDS Best
Practice Collection (Geneva, 1998).

United Nations Military Planners and Commanders/United Nations
Department of Peacekeeping Operations and Civil Military Alliance to
Combat HIV/AIDS: Policy guidelines on HIV/AIDS prevention and
control for United Nations military planners and commanders.

United States Agency for International Development (USAID): AIDS briefs,
military populations (Washington, DC, undated).

56
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